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1.

Kondisi Umum

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Kerja dalam
Renstra Polres OKU Selatan tahap IV tahun 2020-2024 dan sebagai kelanjutan
dari Rencana Kerja Polres OKU Selatan T.A. 2020. Renja Polres OKU Selatan
T.A. 2021 disusun dengan memperhatikan logical framework background study
RPJMN 2020-2024 yaitu : (1) pilar keamanan dalam negeri; (2) pilar pertahanan;
(3) pilar keamanan laut; dan (4) pilar keamanan dan ketertiban, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Polres OKU
Selatan 2020-2024 yaitu : (1) membangun Kabupaten OKU Selatan berbasis
ekonomi kerakyatan; (2) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
(3) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan Nepotisme; (4)
membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur; ()
meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya;

Pelaksanaan tugas Polri di daerah hukum Polres OKU Selatan telah
mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan dengan ditandai
banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik,
kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya
pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan Polres OKU

Selatan dalam pengungkapan kasus-kasus khususnya tindak pidana Umum,



tindak pidana Khusus, tindak pidana Narkoba maupun kejahatan lainnya dinilai
cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif dari masyarakat, sehingga
dapat mendukung pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.
Keberhasilan yang dicapai oleh Polres OKU Selatan merupakan kerja keras
yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polres OKU Selatan dengan didukung
oleh stakeholders terkait dan partisipasi seluruh elemen masyarakat terhadap

tugas kepolisian.

Keberhasilan yang diraih diharapkan dapat membuat Polres OKU Selatan
semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan di
masa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari
masyarakat maupun pemerintah daerah kepada Polres OKU Selatan untuk
dapat terus menerus secara berkelanjutan meningkatkan kinerja dan pelayanan
masyarakat di bidang kepolisian. Tantangan dan harapan masyarakat maupun
pemerintah terhadap Polri tersebut yaitu : (1) Polri yang memiliki postur yang
profesional, mandiri, trasparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern
dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan Kepolisian; (2) menggelar
kekuatan Polri dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-
tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman,
tenteram dan nyaman; (3) menegakkan hukum secara profesional, proporsional,
tegas, jujur, adil dan tuntas, terhadap gangguan nyata serta mewujudkan
transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana; (4) meningkatnya fungsi
intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi

gangguan Kamtibmas.

Lingkungan strategis baik global, regional dan nasional sangat
mempengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Polri.
Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, dimana dunia

menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan



perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat.
Sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai yang saling
mempengatuhi dan budaya bangsa yang positif berpotensi bias berubah,
menjadi perilaku negatif seperti : eksklusifisme, materialisme, konsumerisme,

hedonisme dan radikalisme.

Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis global seperti : demokratisasi,
paham radikalisme dan intoleransi, perlingdungan hokum dan HAM, lingkungan
hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global serta mobilitas
arus informasi, barang, jasa, dan manusia sangat mempengaruhi kondisi
keamanan dan ketertiban. Hal ini dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan
lintas negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, kejahatan siber,
penyelundupan manusia, Narkoba, penyelundupan senjata dan penyelundupan
barang. Dalam perkembangan lingkungan strategis regional masih terdapat isu
terkait dengan pencemaran lingkungan, pemberlakuan MEA, pengiriman TKI
maupun penerimaan TKA, dan perkembangan paham radikalisme serta
terorisme, selanjutnya perkembangan lingkungan strategi maupun berbagai
aspek kehidupan masyarakat Kabupaten OKU Selatan yang meliputi aspek
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan keamanan yang senantiasa
bergerak dinamis dan senantiasa berubah di setiap daerah. Semua isu strategis
baik global, regional dan nasional tersebut harus diperhatikan dan
dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renja Polres OKU
Selatan T.A. 2022.

Selanjutnya kondisi eksternal dan internal Polres OKU Selatan yang
dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut

akan digambarkan sebagai berikut :

a.  perkembangan aspek kehidupan Kabupaten OKU Selatan



Lingkungan strategis Kabupaten OKU Selatan tidak terlepas dari
kondisi Provinsi Kabupaten OKU Selatan yang meliputi aspek Astagatra.
Aspek Astagatra dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Trigatra dan
Pancagatra yang berkembang dan dipengaruhi oleh lingkungan strategi
regional maupun nasional. Dinamika lingkungan strategi Kabupaten OKU
Selatan sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban
masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas di
Kabupaten OKU Selatan.

Berikut diuraikan potensi gangguan Kamtibomas dari Aspek Astagatra :
1) Geografi
a) Ditinjau dari Geografi, letak Kabupaten OKU Selatan dengan
luas wilayah 5.493,94 Km2, terletak antara 04° 14’ - 4° 5%
Lintang Selatan, 103°22" - 104°21" Bujur Timur. Secara
administrasi Kabupaten OKU Selatan terdiri dari 19 Kecamatan,
7 Kelurahan , 1 Kota kabupaten sebagai ibu kota kabupaten
muaradua dan 252 Desa dengan batas-batas wilayah sebagai
berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. OKU.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. OKU Timur dan Kab.
Way Kanan, Prov. Lampung

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Lampug Barat

Prov. Lampung.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Bengkulu Selatan dan
Kab. OKU serta Kab. Muara Enim.

b) Sebagian besar Kabupaten OKU Selatan termasuk dataran tinggi
yang berbentuk bukit dan gunung gunung, dengan ketinggian 45

s.d. 1643 meter diatas permukaan laut (dpl)



Kabupaten OKU Selatan beriklim tropis dan rata rata curah hujan
perbulan di Kabupaten OKU Selatan pada tahun 2021 adalah
228,51 mm. Sementara rata rata jumlah hasri hujan perbulan
tahun 2021 berkisar 12 sampai 13 hari. Bulan maret ini adalah
bulan dengan intensitas hujan tertinggi sepanjang tahun 2021
dengan rata rata curah hujan 354,23 mm dan rata rata hari hujan
selama 15 hari;

Jarak tempuh antara letak Polres OKU Selatan yang berada di

Kec. Muaradua ke Ibu kota Kecamatan antara lain :

- Simpang ;26 Km
- Buay Sandang Aji : 12Km
- Buay Pemaca . 25Km
- Banding Agung : 92Km
- Mekakau llir . 78Km
- Buay Runjun . 43 Km
- Pulau Beringin . 68 Km
- Muaradua Kisam ;60 Km
- Kisam Tinggi : 61Km
- Buana Pemaca ;16 Km
- Tiga Dhiaji : 23Km
- Bpr Ranau Tengah . 45Km
- Warkuk Ranau Selatan . 51Km
- Runjung Agung . 49 Km
- Sungai Are . 73Km
- Sindang Danau . 78 Km
- Kisam llir . 58 Km

- Buay Rawan : 9Km



Berdasarkan data diatas, jarak tempuh antara Polres dengan
Kecamatan-kecamatan cukup jauh, sehingga masih banyak

daerah-daerah yang jauh dari pengawasan dan pantauan Polri.

2) Demografi

a)

Penduduk dalam wilayah hukum Polres OKU Selatan sifatnya
heterogen yang terdiri dari bermacam-macam suku, baik suku
asli/pribumi maupun suku pendatang, suku pendatang pada
umumnya masuk ke wilayah hukum Polres OKU Selatan dalam
rangka berdagang dan bekerja baik pada perusahaan maupun
instansi Pemerintah, adapun suku-suku yang ada di wilayah
hukum Polres OKU Selatan, antara lain :
- Suku Asli / Pribumi, antara lain Suku Daya, Suku Aji, Suku
Ranau, Suku Kisam, dan Suku Semendo
- Suku Pendatang, antara lain suku Jawa, suku Sunda, suku
Batak, suku Bugis, dan suku Minang.
Jumlah penduduk Kab. OKU Selatan Berdasarkan Data Agregat
Kependudukan Perkecamatan Jumlah Penduduk Kabupaten
OKU Selatan mencapai 410.303 Jiwa yang terdiri dari 212.446
orang laki-laki dan 197.857 orang perempuan, kepadatan
penduduk Kabupaten OKU Selatan rata-rata 74,44 jiwa / km2
dan perbandingan Rasio Polri dengan penduduk adalah 1 Polri :
926 masyarakat.
Dalam wilayah hukum Polres OKU Selatan terdapat sumber daya
alam yang cukup potensial dibidang pertanian, perkebunan
,perdagangan, perbankan, dan koperasi baik yang dikelola oleh
masyarakat maupun pihak swasta yang dapat menghasilkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD);



d) Wilayah Kab. OKU Selatan memiliki kawasan Hutan yang cukup

luas dan memliki potensi hasil hutan seperti kayu Bulat,Kayu

Balok bulat Sedang, Kayu Gergaiji, Kayu Karet.

3) Ideologi.

a)

Masyarakat di wilayah hukum Polres OKU Selatan menerima
Pancasila sebagai ideologi dan azaz dalam kehidupan
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat hingga saat ini
belum ditemukan adanya ideologi lain selain Pancasila, namun
perlu diwaspadai adanya pemahaman yang sempit atau keliru
yang mengartikan Reformasi dimana masyarakat menganggap
bahwa reformasi adalah kebebasan berbuat apapun tanpa
mengindahkan peraturan perundang-undangan maupun norma-
norma yang berlaku dalam masyarakat;

Timbulnya aliran kepercayaan baru dikalangan masyarakat
seperti Aliran ISIS. Salafi, Aliran Jema’ah Ahmadiyah, Aliran
Jema'ah Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Aliran LIA EDEN, Aliran
Wahabi dan Aliran Al-quran Suci yang kemungkinan telah
berkembang di wilayah Hukum Polres OKU Selatan dan dapat
mempengaruhi serta meresahkan masyarakat di sekitar

kelompok aliran tersebut yang menjurus kepada konflik SARA.

4)  Politik

a)

Dinamika politik di wilayah OKU Selatan terpantau kondusif
setelah Bupati POPO ALI B COMERS dilantik sebagai Bupati
OKU Selatan saat ini;

Dengan akan adanya pesta Demokrasi di wilayah Kab. OKU
Selatan akan banyak timbul permasalahan baik dari Parpol,
Ormas dan Pemerintah sehingga hal ini dapat menjadi

ancaman bagi keamanan di wilayah Kab. OKU Selatan.



)

Ekonomi

a)

Dengan pemberlakuan otonomi daerah yang secara berjenjang
telah berpengaruh terhadap aturan masing-masing daerah,
yang terkadang bukan mempermudah malah semakin
mempersulit birokrasi yang berdampak kepada semakin
sempitnya lapangan pekerjaan sedangkan pencari kerja setiap
tahunnya bertambah, kondisi tersebut dapat menimbulkan

kerawanan antara lain :

o Curat.

o Curas.

o Curanmor.
o Penipuan.

. Pemalsuan;

Diwilayah hukum Polres OKU Selatan masih terdapat Hasil
Hutan yang Potensial dan bernilai ekonomis tinggi, maka
potensi hasil hutan tersebut belum mampu memberikan
sumbangan yang berarti guna meningkatkan PAD serta tetap
berlanjutnya kasus-kasus lllegal Loging dan pencurian sarang
burung walet;

Diwilayah hukum Polres OKU Selatan memiliki beberapa
perusahaan swasta sehingga berdampak positif dan negatif
adapun dampak positifdengan adanya perusahaan besar
swasta tersebut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan dapat menyerap tenaga kerja, sedangkan dampak
negatifnya apabila perusahaan tidak menjalin hubungan yang
harmonis dengan masyarakat setempat dan tidak adanya
kontribusi perusahaan terhadap Desa sekitar perusahaan,
maka akan menimbulkan kecemburuan sosial sehingga sering
terjadi benturan antara perusahaan dengan masyarakat

setempat, sehingga dapat menimbulkan kerawanan timbulnya



gangguan kamtibmas seperti aksi unjuk rasa, penganiayaan

dan pengerusakan.

Sosial budaya

a)

Perlu diwaspadai adanya kelompok — kelompok tertentu seperti
aliran radikal / atau aliran yang menyimpang dari ajaran
sesungguhnya sehingga berpotensi mengakibatkan timbulnya
kekerasan dan aksi teror.

Kemajuan IPTEK diwilayah Kabupaten OKU Selatan dapat
menimbulkan dampak khususnya pada kalangan pemuda dan
remaja antara lain : Terjadi pergeseran nilai budaya yang
tadinya religius, Sopan dan ramah tamah mengarah kepada
Pergaulan bebas dan semakin pudarnya tatakrama, kondisi
tersebut dapat menimbulkan kerawanan

e  Semakin gencarnya peredaran cakram VCD porno.

e  Narkoba.

e  Asusila/ Pelecehan sexual, dan

e  Kenakalan remaja;

Secara umum kehidupan masyarakat diwilayah Kabupaten
OKU Selatan saling hormat menghormati walaupun berbeda
suku maupun keyakinan, namun apabila diantara penduduk
tidak saling menghargai dan menghormati adat istiadat dan
kebiasaan masing-masing, maka akan  menimbulkan
kerawanan timbulnya gangguan Kamtibmas seperti

e  Kerusuhan yang dilatar belakangi SARA.

e  Penganiayaan.

e  Pembunuhan.

e  Pengrusakan dan pembakaran.

Karakteristik masyarakat dalam wilayah Polres OKU Selatan

khususnya penduduk asli masih memiliki rasa solidaritas yang



tinggi dan fanatisme kesukuan yang cukup kuat, sehingga

apabila  terjadi  permasalahan  yang  menyangkut

individu/perorangan dapat melibatkan massa, kondisi tersebut

merupakan kerawanan yang dapat menimbulkan antara lain :

e Terjadinya bentrokan fisik antar Golongan, Suku, Ras dan
Agama.

e  Pengrusakan /pembakaran.

e  Penganiayaan bahkan pembunuhan.

7)  Agama.

a)

kehidupan beragama semakin baik khususnya di wilayah
hukum Polres OKU Selatan, namun demikian perlunya
kewaspadaan berkembangnya aliran agama yang menyimpang
dari kaidah ajarannya, sehingga apabila tidakdiwaspadai akan
berdampak terhadap timbulnya ketegangan sosial;

Kehidupan ketaatan beragama di Kabupaten OKU Selatan
sangat kurang, terutama dikalangan anak muda karena
pengaruh negatif dari budaya luar, dan tidak didukungnya peran
pemerintah daerah,para ulama, serta kurangnya pengawasan
orang tua dalam menekankan pendidikan agama dikalangan
remaja,serta kurang tersedianya pesantren dan pengembangan
pendidikan agamanya secara formal di sekolah-sekolah;
Toleransi antar umat beragama dan kehidupan melalui
beragama nampak berjalan dengan baik, namun masih adanya
sikap fanatisme yang berlebihan dan sempit serta pengaruh
adat yang masih melembaga dikalangan masyarakat berpotensi

menjadi ancaman bagi kerukunan hidup antar umat seagama.



8) Keamanan.

a) Tuntutan ganti rugi lahan masyarakat kepada perusahaan
masih terus terjadi permasalahan tersebut merupakan
kerawanan yang potensial dapat menimbulkan kasus
kerusuhan massa yang berlatar belakang SARA,;

b) Dari hasil analisa dan evaluasi beberapa kegiatan operasi
kepolisian yang digelar di Wilayah Hukum Polres OKU Selatan
beserta jajarannya, hasil rekapitulasi peristwa gangguan
kamtibomas dari tahun ketahun masih terjadi suatu peningkatan
baik kualitas maupun kuantitas terhadap beberapa kasus tindak
pidana, terutama curas, curat, curanmor, pemerkosaan,
penipuan dan pemerasan di wilayah hukumPolres OKU
Selatan, hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat OKU
Selatan masih rentan baik sebagai objek maupun subjek tindak
pidana;

c) Masih tingginya tingkat laka lantas yang mengakibatkan korban
meninggal dunia di wilayah Hukum Polres OKU Selatan, hal
tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat OKU Selatan

masih kurang memahami aturan-aturan lalu lintas yang baik.

b. Analisis

Pelaksanaan tugas Polri di Polres OKU Selatan dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang berasal dari internal dan eksternal sehingga perlu
untuk dilakukan identifikasi dan Analisa agar dapat ditemukan formula
yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi. Polres OKU Selatan
memiliki personel yang tergelar mulai di tingkat Polres sampai dengan
tingkat Polsek/Polsubsektor, dengan didukung oleh sarana dan prasarana
yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya perlu diimbangi
dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polri Polres
OKU Selatan.



Adapun kondisi eksternal yang dihadapi antara lain gangguan
keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi
setiap saat dan waktu, perkembangan teknologi informasi dapat
menimbulkan peluang kejahtaan dengan memanfaatkan kecanggihan
teknologi. Kecenderungan masyarakat dalam menanggani masalah
keamanan bertindak main hakim sendiri, sehingga berdampak buruk
terhadap penegakan dan kepastian hukum. Trend peningkatan 4 jenis
kejahatan menuntut Polres OKU Selatan untuk lebih optimal di bidang
pencegahan dan penegakan hukum. Sistem hukum dan peradilan yang
tumpang tindih terkait kewenangan antar Lembaga Penegak Hukum
menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum. Semakin meningkat
kejahatan transnasional terkait dengan lalu lintas orang dan barang illegal.

Faktor Internal merupakan aspek kekuatan dan kelemahan
sedangkan Faktor Eksternal merupakan aspek peluang dan tantangan.
Aspek kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang
(Opportunities) dan tantangan/kendala (Threats) perlu untuk dilakukan
identifikasi dan dianalisa agar dapat ditemukan formula yang tepat dalam
menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas Kepolisian di Polres
OKU Selatan dan merupakan dasar bagi terwujudnya visi dan misi Polres
OKU Selatan.

1) kekuatan (Strengths) :

a) Polres OKU Selatan dibentuk sebagai upaya dalam rangka
menunjang stabilitas keamanan diwilayah Kabupaten OKU
Selatan dan sebagai wujud upaya kepolisian untuk
mempermudah dalam rangka mendekatkan pelayanan
Kamtibmas kepada masyarakat Kabupaten OKU Selatan;

b)  Polres OKU Selatan telah memiliki kode satuan kerja tersendiri
yaitu 060.01.665307 dan telah memiliki anggaran sendiri sejak
Januari 2005 (T.A. 2009)



d)

f)

9)

visi, misi dan kebijakan Polres OKU Selatan dalam
penegakan hukum mengedepankan pengayoman,
perlindungan dan pelayanan dengan memperhatikan rasa
keadilan di masyarakat, telah mendapatkan respon positif
masyarakat Sumatera Selatan;

kebijakan Kapolres OKU Selatan berupa himbauan shalat
tepat waktu untuk melakukan shalat berjamaah, kegiatan
keagamaan setiap hari Kamis, Sedekah Jumat Baroka,
memberikan makanan gratis kepada warga masyarakat yang
membutuhkan terutama yang terdampak Covid-19),
memberikan korelasi yang positif dengan pelayanan Polri;
dukungan anggaran sudah tersedia sejak awal tahun yang
telah disusun oleh Polsek secara bottom up sesuai dengan
skala prioritas;

proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara
elektronik/LPSE dengan memanfaatkan Teknologi Informasi
melalui komputerisasi merupakan langkah Polri khususnya
Polres OKU Selatan untuk meningkatkan transparansi,
efisiensi dan akuntabilitas layanan publik;

Inovasi pelayanan publik baik berbasis IT maupun
konvensional/Non IT, memberikan kontribusi positif kepada
masyarakat/eksternal maupun kepada personel anggota
Polres OKU Selatan/Internal. Inovasi kopi nekat adalah
singkatan dari usulah kenaikan pangkat secara otomatis bagi
personil yang akan naik pangkat dengan mengacu di aplikasi
SIPP, SIKOPI JEMPOL ( sim jemput bola), KOPI TAMASYA
( kegiatan tatap muka dengan masyarakat), KOPI SIKELING
(skck izin keramaian keliling), KOPI SINAR ( bersih
narkoba),KOPI PINANG JARI (pemberitahuan
perkembangan penyidikan dan pelayanan perumusan sidik
jari), KOPI TUMPAS ( penumpasan penyakit masyarakat),
KOPI PAHIT (perubahan menuju akhlak insan/insani yang
terpuji), KOPI ADEM (aduan dan evaluasi kinerja polri dari
masyarakat), dan SIKOPI SEANDANAN ( kepolisian peduli

kesehatan dan layanan pengobatan), terdapat 10 inovasi



pelayanan publik Polres Oku Selatan baik yang berbasis IT
maupun non IT.

Polres OKU Selatan memiliki media sosial untuk pelayanan
informasi masyarakat sehingga lebih mudah memperoleh
gambaran seputar Kinerja Polri sebagai bentuk transparansi
Polri sekaligus pertanggung jawaban serta akuntabilitas Polri
kepada masyarakat, sosial media yang dimiliki Polres OKU
Selatan adalah sebagai berikut :

Instagram  : polres_okuselatan

Facebook  : polres OKU Selatan

Twitter . @polresokuselatan

Path : polresokuselatan

Polres OKU Selatan selalu aktif dalam memuat berita yang

terbaru tentang kegiatan di Polres OKU Selatan setiap harinya.

kelemahan (Weaknesses) :

a)

jumlah personel Polres OKU Selatan saat ini belum mencukupi
DSP (DSP Polri = 900 orang, Riil = 443 orang (49%),DSP PNS
= 46 orang, Riil = 2 orang (0,5%) dibandingkan dengan jumlah
penduduk Kabupaten OKU Selatan + 410.303 jiwa maka rasio
Polri 1:926;

minimnya jumlah personel Polres OKU Selatan khususnya di
jajaran Polsek OKU Selatan yang diharapkan dapat
memberikan pelayanan terdepan dan maksimal kepada
masyarakat;

jumlah Bhabinkamtibmas Polres OKU Selatan berdasarkan
skep Bhabinkamtibmas Kapolres OKU Selatan Nomor : : KEP /
08 /172020 tentang penunjukan Bhabinkamtibmas sebanyak 40
orang Bhabinkamtibmas, sedangkan jumlah desa di Kabupaten
OKU Selatan sebanyak 259 desa. Dilihat dari data jumlah



Bhabinkamtibmas berbanding jumlah desa masih sangat
kurang sehingga di dalam pelaksanaan penggelaran satu desa,
satu Bhabinbelum dapatterealisasi dan tidak maksimal;

setelah diresmikan dan didirikannya polres OKU Selatan pada
tahun 2004 sampai saat ini Polres OKU Selatan memiliki kantor
Polres termasuk perumahan untuk Kapolres dan Wakapolres
beserta para perwira dan untuk para anggota sudah tersedia
dan masih tahap pembangunan perumahan untuk anggota;
masih terdapat personel Polri Polres OKU Selatan yang tidak
produktif/tidak maksimal dalam bekerja karena sakit (jiwa/fisik),
desersi, dan tersangkut kasus tindak pidana.

secara kualitas masih banyak personel Polres OKU Selatan
khususnya personel Polri yang belum memiliki pendidikan
kejuruan sesuai bidang penugasannya;

belum maksimalnya kemampuan anggota Polri dalam
penguasaan Teknologi Informasi (TI) berbasis komputer,
internet dan pengetahuan lainnya sesuai dengan fungsinya;
terbatasnya sarana dan prasarana kendaraan R4 Patroli
penunjang kinerja, seperti Jumlah Polsek Jajaran Polres OKU
Selatan sebanyak 10 Polsek, sedangkan yang baru tersedia
kendaraan R4 Patroli berjumlah 8 Polsek . Terdapat 2 Polsek
jajaran Polres OKU Selatan yang belum tersedianya ranmor R4
Patroli.

pengungkapan kasus di wilayah hukum Polres OKU Selatan
relatif tinggi, crime total : crime clearance Januari s.d.
Desember 2021 adalah 82, 95% Penyelesaian. Kasus-kasus
non konvensional belum maksimal seperti penanganan kasus
korupsi dan tindak pidana khusus;

Terbatas nya anggota Polri di Polres OKU Selatan yang

memiliki sertifikasi’lkemampuan pengadaan barang dan jasa,



hingga saat ini hanya 3 personil Polres OKU Selatan yang
mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Tidak
tersedia nya dukungan anggaran pelatihan peserta ujian
sertifikasi pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres Nomor
17 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

peluang (Opportunities) :

a)

dari pemantauan intelijen Polres menyatakan bahwa kelompok /
organisasi yang radikal dan terkait dengan teroris yang
mengatasnamakan agama yang dalam melakukan aksinya
sweeping, terror dan lain-lain di Kabupaten OKU Selatan belum
ada;

terdapat beberapa perusahaan swasta dibidang perkebunan,
perbankan, maupun pertanian masyarakat yang dapat
mendukung tugas-tugas kepolisian;

adanya kebijakan pemerintah dalam bentuk reformasi birokrasi
nasional melalui perwujudan sistem birokrasi yang bersih dan
bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat, kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
sehingga dapat dipedomani;

kebijakan sapu bersih pungutan liar (saber pungli) yang
dicanangkan oleh Presiden Jokowi menjadikan Polres OKU
Selatan memiliki kesempatan untuk turut serta menaikan citra
Polri di mata masyarakat dan telah diajukan Satgas Saber
Pungli untuk diresmikan oleh Bupati;

semakin aktifnya kontrol eksternal dari BPK, BPKP, DPRD,
Komnas HAM, LSM dan media massa terhadap kinerja Polri

sehingga meminimalkan kesempatan organisasi maupun



personel Polres OKU Selatan untuk bertindak diluar
kewenangannya;

kebijakan dari pimpinan selaku Presiden Jokowi untuk
pelayanan satu atap dan sistem online  untuk
mengurangi/menghilangkan pertemuan antara petugas dengan
masyarakat yang dilayani, mendorong Polres OKU Selatan
untuk lebih  meningkatkan upaya pelayanan kepada

masyarakat.

4)  ancaman (Threats):

(a)

rendahnya minat masyarakat untuk menjadi personel Polri
karena untuk lulusan SMA sederajat yang berkualitas lebih
memilih ke perguruan tinggi dan masih terdapat persepsi yang
melekat di masyarakat bahwa untuk dapat masuk menjadi
anggota Polri harus bersaing dengan lulusan dari perkotaan,
hal ini tentunya menjadi pemikiran disebagian masyarakat
bahwa percuma mengikuti seleksi;

kepercayaan (trust) masyarakat kepada Polri secara umum
masih rendah, mengingat manajemen media yang masih
kurang sehingga berita terkait masih adanya perilaku anggota
polisi yang kurang terpuji (melakukan pemerasan, lamban
dalam merespon laporan masyarakat, penanganan perkara
yang berlarut-larut, diskriminasi dalam memberikan pelayanan
dll);

mata pencaharian masyarakat Kabupaten OKU Selatan
sebagian besar adalah petani seperti petani kopi, padi, merica,
karet, sawit, dan durian dimana tingkat kesejahteraannya
tergantung dari hasil panen yang di peroleh, apabila terjadi

gagal panen atau musim paceklik akan mengakibatkan



berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga perlu
diantisipasi;

budaya membawa senjata tajam di masyarakat setempat
merupakan tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan
keamanan dan ketertiban masyarakat mengingat tipikal
masyarakat OKU Selatan yang agraris dan terbiasa membawa
sajam bilamana hendak bekerja;

masuknya pemodal dalam negeri di bidang perkebunan kelapa
sawit yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan bagi
masyarakat di sekitarnya melalui CSR (Corporate Social
Responsibilty) akan memicu berbagai tindak pidana pencurian
atau gangguan kamtibomas terhadap perusahaan bilamana tidak
terjalin komunikasi dengan baik;

masyarakat setempat yang rentan akan pengaruh budaya dari
luar diantaranya yaitu masuknya hiburan organ tunggal di waktu
malam dan masuknya budaya negatif akibat dari televisi, media
sosial, internet, handphone, yang mengakibatkan anak-anak /
remaja tidak mau melaksanakan ibadah dan suka nonton
hiburan yang merupakan tantangan tersendiri yang turut
berperan menunjang terjadinya kasus-kasus pidana dengan
kekerasan fisik / senjata tajam;

fanatisme yang berlebihan dalam mendukungan pasangan
calon tententu ditambah dengan adanya perubahan dalam
sistem pemilihan Kepala Desa mengakibatkan terpecah-
pecahnya masyarakat berdasarkan kepentingan calon yang
berharap untuk mendapatkan jabatan/dana yang besar dari
Pemerintah;

kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas
sehingga masih banyak masyarakat yang

menggunakan/memiliki motor/kendaraan tanpa surat, tidak



memperhatikan keselamatan dalam berkendaraan, serta sopan
santun dalam berlalu lintas, hal ini juga dipengaruhi dari tidak
adanya dealer kendaraan maupun lembaga pembiayaan di
OKU Selatan;

()  masih banyaknya masyarakat Kabupaten OKU Selatan yang
gemar bermain judi, minuman keras/narkoba, sabung ayam,
dan pemasangan togel yang akan mengakibatkan terjadinya
tindak pidana atau gangguan Kamtibmas;

() sengketa lahan yang memiliki aspek ekonomis dan ikatan adat /
budaya (hak ulayat) sebagai akibat hasil pembangunan
berpotensi kerawanan diwilayah hukum Polres OKU Selatan
seperti status kepemilikan tanah yang tidak jelas, tumpang
tindih dengan Hak Guna Usaha perusahaan, penguasaan tanah
tanpa surat dan dokumen yang asli berpotensi pada tindakan

anarkis sehingga memerlukan penanganan khusus.

2. ldentifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian serius Polres OKU

Selatan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2022 antara lain :

a.

wilayah Kabupaten OKU Selatan yang cukup luas 549.394 km? terdiri dari
19 (sepuluh) Kecamatan, 7 Kelurahan 252 desa, belum sebanding dengan
kekuatan Polres OKU Selatan, saat ini hanya memiliki 10 polsek, 5 polsek
tipe pra rural, 5 polsek tipe rural, tetapi belum diikuti dengan sebaran
Personel Polri dikarenakan jumlah riil personel Polres OKU Selatan saat ini
477 baru terpenuhi 50,21% dari DSP 950, sehingga masih belum optimal
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

wilayah Kabupaten OKU Selatan dilihat dari kondisi geografis dan
demografis merupakan wilayah rawan perdagangan dan peredaran

Narkoba mengingat mudahnya lalu lintas manusia antar Daerah;



masih kurangnya personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan
bidang tugasnya, serta masih kurangnya kemampuan personel yang
memiliki dikjur;

masih terbatasnya dukungan anggaran untuk penyediaan fasilitas Mako
Polsek dan Rumdin bagi para anggota, khususnya di Kecamatan-
kecamatan baru dari pemekaran wilayah Pemerintahan Daerah;

dukungan anggaran yang masih terbatas dilihat dari rencana kebutuhan
pagu ideal Polres OKU Selatan TA. 2021 Rp. 49.146.549.000,- (empat
puluh sembilan miliyar seratus empat puluh enam juta limaratus empat
pulun sembilan ribu rupiah) realisasi alokasi anggaran TA. 2021 Rp.
47.812.727.927,- (empat puluh sembilah miliyar tiga puluh tujuh juta
dua ratus tujuh puluh enam ribu tigaratus delapan puluh empat
rupiah) atau 95,91 % realisasi bulan Januari s.d Juni

tingginya kriminalitas di wilayah Kabupaten OKU Selatan khususnya
kejahatan 3C (curas, curat, curanmor) dapat meresahkan masyarakat;
tingginya jumlah pelanggaran lalulintas akibat dari kurangnya kesadaran
dan ketertiban masyarakat pengguna jalan;

potensi ancaman Politik yang terjadi :

Idiologi Politik diwilayah Hukum Polres OKU Selatan pada umumnya
mantap dan stabil baik terhadap penghayatan dan pengamalan Pancasila
serta UUD 45, dimana sampai dengan saat ini belum ditemukan adanya
tindakan ataupun kelompok masyarakat yang nyata — nyata anti terhadap
kebijaksanaan Pemerintah walaupun diwilayah Hukum Polres OKU
Selatan juga terdapat Ex Tapol G 30 S / PKI. Dengan era reformasi telah
menumbuhkan atau memacu lahirnya Partai Politk yang baru sehingga
persaingan dalam hal perebutan simpatisan semakin panas dimana
terdapat saling tuding saling lempar permasalahan antar Parpol namun hal
ini berpengaruh juga kepada kehidupan berpolitk dalam wilayah

Kabupaten OKU Selatan hal ini terlihat dengan banyaknya Parpol peserta



Pemilu 2021. Dalam wilayah Kabupaten OKU Selatan yaitu sebanyak 16
Parpol.

desentralisasi Pemerintahan melalui kebijakan otonomi daerah, tuntutan
kemandirian wilayah yang berdampak kepada pemekaran wilayah,
semakin kritisnya masyarakat dalam menuntut akuntabilitas dan
transparansi Pemerintah, berimplikasi pada dinamika Kamtibmas di daerah
hukum Polres OKU Selatan Selatan tidak sebanding dengan personel di
beberapa Polsek;

makin maraknya peredaran Narkoba khususnya kepada generasi muda
diperlukan langkah-langkah penanggulangan dan pengungkapan kasus
oleh Polres OKU Selatan sebagai perwujudan perlindungan penegakan
hukum terhadap masyarakat guna memutus rantai peredaran Narkoba
agar terhindar sebagai korban penyalahgunaan Narkoba;

kurangnya kerma instansi/stakeholder guna mengatasi gangguan
kamtibmas di Polres OKU Selatan, sehingga perlunya pelaksanaan sinergi
antara  Polri  dengan  seluruh  komponen  masyarakat dan
instansi/stakeholder terkait mengingat bahwa tantangan tugas yang begitu
besar dihadapkan dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Polres
OKU Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya untuk
mewujudkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat
serta penegakan hukum demi menciptakan keamanan khususnya daerah
hukum Polres OKU Selatan;

masih kurangnya dukungan peralatan Polri berbasis teknologi dalam
menghadapi berbagai tindak kejahatan yang semakin berkembang
sehingga memerlukan kemampuan peralatan yang sebanding dalam
melakukan deteksi awal kejahatan yang berdimensi baru;

sistem pengendalian kinerja masih sangat lemah, sehingga banyak

personel yang tidak produktif dan bahkan menyalahgunakan wewenang



dalam melaksanakan tugas (reformasi kultural belum optimal) harus
dilakukan reformasi pola kerja dan perilaku anggota Polres OKU Selatan;
masih terbatasnya jumlah dan kurangnya kemampuan Bhabinkamtibmas
dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas yang merupakan ujung
tombak Polri yang mampu menjadi

konsultan dalam pemecahan masalah (problem solving) yang timbul di
masyarakat, jumlah Bhabinkamtibmas saat ini 40, dari jumlah
kelurahan/desa 259 terpenuhi 15 %, target ideal 1 Bhabinkamtibmas 1
Kelurahan/Desa;

permasalahan lahan yang belum selesai di Tahun 2021, masih akan
berlanjut di Tahun 2022;

Kalender Kamtibmas di Tahun 2022, memerlukan kehadiran dan sebaran
layanan kepolisian :

1) Hari besar keagamaan;

2)  Event Kebudayaan;

3)  Musim Tanam (Karhutlah);
4)  HUT Kab/Kota;

5)  Hut Parpol;

6) Operasi Kepolisian;

dampak pandemic Covid-19 Tahun 2021, akan berpengaruh pada
Stabilitas Kamtibmas Polres OKU Selatan antara lain :

1) diperkirakan pertumbuhan ekonomi melambat;

2)  peningkatan pengangguran;

w

peningkatan kerawanan sosial/kriminalitas;

(S )

rawan pangan;

)
)
) angka kemiskinan naik;
)
6)

penurunan kontribusi dari sector pariwisata, industry, dan jasa pada
pertumbuhan ekonomi;
7)  inflasi meningkat;

8)  pembangunan infrastuktur terhambat.



Il.  Tujuan dan Sasaran

3. Visi dan Misi
a.  Visi dan Misi Polri
1) Visi
“Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib”;
2) Misi

“Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat”;

b.  Visi dan Misi Polda Sumsel
Dalam menghadapi perubahan yang cepat, Polda Sumsel harus
memiliki pandangan kedepan yang mampu membimbing dan memberikan
arah pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi dibanding dengan
intensitas permasalahan yang dihadapi. Sebagai pedoman kedepan telah
dirumuskan Visi dan Misi Polda Sumsel yang selaras dengan Visi dan Misi
Polri sebagai berikut :
1) Visi
“Terwujudnya Provinsi Sumatera Selatan yang Aman dan Tertib”;
Makna: Terwujudnya Provinsi Sumsel yang Aman dan Tertib
guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong serta Visi
dan Misi Pemerintah Provinsi Sumsel “Sumsel Maju Untuk
Semua’;
2) Misi
“Mewujudkan Polda Sumatera Selatan yang Melindungi, Melayani
dan Mengayomi Masyarakat”.
Makna:  Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam
memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman
kepada seluruh warga masyarakat Provinsi Sumsel serta

mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan



kepribadian bangsa/daerah, serta menegakkan sistem
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
dan  menjamin  tercapainya lingkungan  hidup

berkelanjutan;

c. Visi dan Misi Polres OKU Selatan
Dalam menghadapi perubahan yang cepat, Polres OKU Selatan
harus memiliki pandangan kedepan yang mampu membimbing dan
memberikan arah pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi
dibanding dengan intensitas permasalahan yang dihadapi. Sebagai
pedoman kedepan telah dirumuskan Visi dan Misi Polres OKU Selatan
sebagai berikut :
a. \Visi
“Terwujudnya Provinsi Sumatera Selatan yang Aman dan Tertib”;
Maknanya : “Terwujudnya Polres OKU Selatan yang semakin
profesional, modern dan terpercaya dalam
memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum,
serta  melindungi, = mengayomi,  melayani
masyarakat guna  mendukung terciptanya
Kabupaten OKU Selatan yang Makmur, Aman,
Damai, Agamis, Nasionalis dan Indah
(MADHANI)”.
b. Misi
Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut
selanjutnya diuraikan dalam misi yang mencerminkan tugas pokok
dan fungsi Polres OKU Selatan sebagai berikut :
a) Meningkatkan kesejahteraan anggota secara bertahap dan
kinerja personel yang didukung dengan sarana prasarana dan
anggaran yang mencukupi baik operasional maupun

pembinaan;



Memaksimalkan daya dukung sarana prasana yang dimiliki
untuk pelaksanaan tugas pokok Polres OKU Selatan;
Mewujudkan karakter polisi yang profesional, beriman, dan
terpuji melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja
(mind/culture set) danmeningkatkan fungsi pengawasan baik
rutin maupun khusus dengan melibatkan pihak eksternal dan
internal/APIP:;

Melaksanakan kegiatan pemberdayaan jaringan intelijen
keamanan untuk melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi
secara cepat serta akurat dalam rangka terwujudnya
Harkamtibmas yang kondusif melalui kegiatan penyelidikan,
pengamanan dan penggalangan;

Membina dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat OKU
Selatan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat serta kesadaran hukum masyarakat;
Mengimplementasikan pelayanan prima melaluipenggelaran
pelayanan kepolisian sampai titik layanan terdepan di wilayah
hukum Polres OKU Selatan dalam memelihara Kamtibmas
maupun Kamseltibcarlantas;

Membangun kerja sama antara Polres OKU Selatan dengan
masyarakat, instansilembaga dan stakeholderainnya serta
meningkatkan Sinergi Polisional dalam rangka menciptakan
situasi dan kondisi keamanan yang kondusif;

Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional,
transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum,
rasa keadilan, kemanfaatan dan tidak diskriminatif dengan
menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia, anti KKN dan anti

kekerasan.



4. Tujuan Jangka Menengah

a. Polri

Tujuan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 bidang pertahanan

dan keamanan vyaitu “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri,

Maju, Adil dan Makmur”, sejalan dengan tujuan jangka menengah RPJMN

maka tujuan jangka menengah Polri yaitu :

1)

menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

menegakan hukum secara berkeadilan;

mewujudkan Polri yang profesional;

modernisasi pelayanan Polri;

menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya;

b. Polda Sumsel

1)

menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban di daerah hukum
Polda Sumatera Selatan;

menegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polda
Sumatera Selatan;

mewujudkan personel Polda Sumatera Selatan yang profesional;
modernisasi pelayanan Polda Sumatera Selatan;

menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya di

daerah hukum Polda Sumatera Selatan;

c. Polres OKU Selatan

1)

2)

Meningkatkan semangat bekerja dan kinerja secara keseluruhan
dalam menjalankan dinas kepolisian tanpa pamrih dan penuh dengan
pengabdian;

Meningkatnya kesiapan sarana prasarana yang dapat digunakan
sepanjang waktu baik rutin maupun insidentil untuk menunjang tugas
kepolisian selama 1x24 jam dan selalu terpelihara dan terawat

dengan baik;



Meningkatkan citra polisi sebagai agen revolusi mental yang bersih
terpercaya  sehingga mampu  melayanimasyarakat  secara
primasesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam upaya
mewujudkan Good Governance dan Clean Government,

Polres OKU Selatan mampu mengantisipasi situasi Kamtibmas yang
ada sehingga dapat mengedepankan penangkalan dan pencegahan,
serta terkelolanya potensi gangguan dan ambang gangguan dengan
pengambilan keputusan yang tepat;

menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan
keamanan untuk mampu menangkal dan mencegah potensi
gangguan keamanan dan ambang gangguan secara preemtif
maupun preventif;

menimbulkan rasa aman masyarakat dan terlayaninya secara cepat,
murah, dan mudah dalam mendapatkan pelayanan dan perlindungan
kepolisian serta mengupayakan keamanan, keselamatan, ketertiban,
kelancaran, kepatuhan/kesadaran hukum serta budaya berlalulintas
yang baik;

Dukungan instansi pemerintah dan swasta untuk membantu Polres
OKU Selatan dalam melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat
berjalan dengan lancar serta tercipta suasana harmonis dalam
memajukan OKU Selatan serta dapat menurunkan potensi konflik;
Polres OKU Selatan mampu meningkatkan daya ungkap perkara baik
kejahatan konvensional maupun transnasional baik perkara yang
telah lalu maupun yang baru dengan memanfaatkan teknologi

kepolisian maupun bantuan teknis fungsi lainnya guna.



5. Sasaran Prioritas

a. Sasaran Prioritas Polri

Sasaran Prioritas Polri merupakan kondisi yang diinginkan oleh

Kepolisian Republik Indonesia, yang memberikan impact/outcome dari

program-program yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran kepolisian.

Sasaran Prioritas Polri mengacu kepada Prioritas Nasional Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2022 yaitu :

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan
Berkeadilan Pembangunan Manusia;

Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
Penguatan Konektivitas;

SDM berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Nilai Tambah
Ekonomi;

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Pemantapan
Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air;

Infrastuktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
Stabilitas Polhukhankam dan Trasformasi Pelayanan Publik.

Sasaran Prioritas Polri 2022 yaitu :

1)

LN ]
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1

Harkamtibmas yang kondusif dalam rangka menjaga stabilitas
Kamtibmas khusunya di sektor industri, pariwisata dan investasi serta
di wilayah perbatasan NKRI;

Mengoptimalkan Pelayanan Publik Polri;

Penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya;

Meningkatkan Profesinalisme dan kesejahteraan SDM Polri;
Pengembangan Almatsus Kepolisian yang modern secara bertahap
dan berkelanjutan;

Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya.



b.  Polda Sumsel
Demi terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran
kewilayahan terjauh di daerah hukum Polda Sumatera Selatan dan sinergi
polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis
teknologi Kepolisian, sumber daya manusia berkualitas, dan kecukupan
kesejahteraan personel Polda Sumatera Selatan guna menghadapi kondisi
daya saing Provinsi Sumatera Selatan dan keunggulan nasional, maka
Sasaran Prioritas Polda Sumsel Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai
berikut :
1)  Harkamtibmas yang kondusif dalam rangka menjaga stabilitas
kamtibmas di Daerah Hukum Polda Sumsel;
2)  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polda Sumsel;
3) Penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya di daerah
hukum Polda Sumsel;
4)  Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polda Sumsel;
5) Pengembangan Almatsus Polda Sumsel yang modern secara
bertahap dan berkelanjutan;
6) Penguatan Sistem Pengawasan dan Sistem Manajemen Kinerja yang
Efektif untuk Mendorong Reformasi Birokrasi Polda Sumsel.
c. Polres OKU Selatan
Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran
kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung
sumber daya manusia berkualitas guna menghadapi kondisi daya saing
dan keunggulan Kabupaten OKU Selatan, maka sasaran prioritas Polres
OKU Selatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :
1) Terpenuhinya kesejahteraan anggota sesuai dengan golongan/
pangkat dan terselenggaranya manajemen Polres OKU Selatan sesuai

dengan visi, misi, dan tujuan Polri;



Tersedianya sarana dan prasarana Polres OKU Selatan yang mampu
dan siap menunjang operasional maupun pembinaan yang terpelihara
dan terawat baik;

Terciptanya pengawasan yang efektif dan efisien dan terbentutknya
disiplin anggota dalam menciptakan Polres OKU Selatan yang bersih
dari KKN dan terpuji;

Termonitor dan terantisipasinya seluruh lingkungan strategis/ gatra
yang berpengaruh terhadap Kamtibmas sehingga mampu tercipta
situasi kondisi kondusif di wilayah hukum Polres OKU Selatan;
Terbinanya masyarakat dilingkungan  melakukan  pemolisian
masyarakat untuk berpartisipati dalam kamtibmas;

Terpenuhinya Kamtibmas dengan upaya pencegahan kejahatan serta
menghadirkan polisi ditengah-tengah masyarakat untuk menumbuhkan
rasa aman di wilayah hukum Polres OKU Selatan;

Terungkapnya Tindak Pidana yang dilaporkan atau ditemukan
berdasarkan ketentuan hukum dan hak asasi manusia;
Meyelenggarakan pembinaan dan advokasi hukum serta membangun
landasan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri selaku

pelindung, pengayom dan pelayan.



Arah Kebijakan dan Strategi Polri

6.  Arah Kebijakan dan Strategi Polri TA. 2022

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polri Tahun 2022, maka

ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a.

arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “

Harkamtibmas yang Kondusif guna Menciptakan Rasa Aman di

tengah Masyarakat”, yaitu :

1)

penguatan peran Polri dalam menjaga Keamanan Nasional

melalui Peningkatan Kemampuan Deteksi Aksi;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

d)

memetakan potensi terorisme, aksi radikl, konflik social, dan
gangguan kamtibmas lainya :
(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/prog4/SP1/SS1/IKU1/
PPKprog5,10,giatl16,33,34, renaksi60,62,83,64,65,130,131);
melakukan Lidikpamgal dengan focus pada potensi
terorisme, aksi radikal, konflik social dan gangguan
kamtibmas lainnya,;
(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/prog4/SP1/SS1/IKU1/
PPKprog5,10, giat16,33,34, renaksi60,61,62,63,64,65,130,
131);

mengembangkan manajemen operasi Baintelkam Polri :
(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/prog4/SP1/SS1/IKU1/
PPKprog5,10,giat16,33,34, renaksi60,61,62,63,64,65,130,
131);

melaksanakan survey terhadap persentase penduduk yang
merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya,;
(giat5067/progl/SP1/SS1/IKU1/PPKprog4,giatll,renaksi4l,
42,43);



2)

meningkatkan pencegahan yang proaktif terhadap potensi

kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

d)

f)

melanjutkan menguatkan  program Polmas dengan
penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl2,14,renaksi5
1,55);

meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambaing
kepada kelompok kotra radikal dan deradikalisasi;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl2,15,renaksi4
6,47,56,57,59);

penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media
social serta kerja sama dengan instansi terkait serta
pemanfaatan mantan-mantan terorisme yang sudah
Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang
berfahan radikal;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl2,15,renaksi4
6,47,56,57,59);

menguatkan deteksi aksi melalui pemetaan jaringan
terorisme secara berkesinambungan dan mengantisipasi
konflik sectarian yang berpotensi memunculkan radikalisme
dan terorisme;
(giat3134/prog5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl6, renaksi60,
61);

patrol konten dan kontra narasi pada kanal-kanal media
online dan media social yang sehat menjadi saluran
penyebaran propaganda kelompok teroris;
(giat3134/progs5/SP1/SS1/IKU1/PPKprogb,giatl6,renaksi63);
meningkatkan pelibatan peran civil society dan tokoh agama
garis keras yang telah mengikuti program moderasi
beragama dalam penanganan kasus terorisme;
(giat3143/progs5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl6,renaksi64);



3)

g)

h)

)

K)

melaksanakan kerja sama dan identifikasi terhadap individu
atau kelompok dan sosialisasi terhadap mantan narapidana
terorisme dengan keluarganya;
(giat3143/prog5/SP1/SS1/IKU1/PPKprogb,giatl6,renaksi6b);
menetralisir dan menekan isu serta berita negative yang
dapat mengganggu stabilittas kamtibmas :
(giat3143/prog5/SP1/SS1/IKU1/PPKprogl3,giat43, renaksi
152);

melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada
masyarakat terkait pencegahan kejahatan;
(giat3155/prog1/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl2, renaksi46,
51);

meningkatkan kegiatan patrol wilayah rawan kriminalitas;
(giat3130/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprogb,giatl2,renaksi46);
meningkatkan pelacakan dan penagkalan di tempat
keramaian, rawan kejahatan dan daerah perbatasan;
(giat5081/prog4,SP1/SS1/IKU1/PPKprogb,giatl2,renaksi48);
meningkatkan kegiatan patrol dan pengamanan di temap
obvit/obvitnas dan tempat pariwisata;
(giat3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl2,renaksiso,
51):

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat dengan

mengedepankan “Pemolian Prediktif” serta dukungan Polri

dalam penanganan Covid-19 ;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

peningkatan pemberdayakan pengemban kewenangan
kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat21, renaksi79,
80);

peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan
kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat21, renaksi79,
80);



4)

5)

c) pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dan
Asistensi penguatan KBPPP;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl2, renaksi46,
47);

d) melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas;
(giat3133,4343/prog4,5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,6,giatl2,
23renaksi49,91);

penanganan konflik secara humanis;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a) pemberian penyuluhan kontra radikal kepada
ormas/komunitas perempuan guna turut berpartisipasi
meredam gejolak social yang terjadi di masyarakat yang
dapat menimbulkan konflik social;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl6, renaksi60,
64,65);

b) mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dalam deteksi
awal penanganan konflik social secara humanis
(giat5079/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprogb,giatl4, renaksi54,
55);

meningkatkan rasa aman ditengah masyarakat saat jam

rawan serta berperan aktif masyarakat dalam mewujudkan

Kamselticarlantas;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a) melaksanakan pengaturan, pengawalan dan patrol lalu
lintas;
(giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprogb5,giatl2,renaksi49);

b) meningkatkan kegiatan patrol wilayah rawan kriminalitas saat
jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat dalam
mewujudkan Kamtibmas;
(giat3130/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8,giatl2,27,28,ren
aksi49,107,1120):

c) meningkatkan kegiatan patrol dan pengamanan di temapt

obvit/obvitnas dan tempat pariwisata saat jam rawan dalam



6)

7)

rangka mendukung PEN serta berperan aktif masyarakat
dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;
(giat3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8,giatl2,,27,renak
si49,50,107);

meningkatkan peran Polri di wilayah rawan gempa dan

bencana;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a) personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam
menghadapi  ketanggapsegeraan serta  membangun
sinergitas  kemitraan  dengan  stakeholders  dalam
penanggulangan bencana keselamatan dan terintegrasi di
wilayah rawan serta wabah;
(giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl9,20, renaksi
74,78):

b) menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan
penanganan SAR terbatas oleh personel Sabhara, Brimob
dan bantuan Satwa;
(giat3130,5081/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl9,20,re
maksi74,78);

c) memetakan masyarakat Desa/wilayah rawan gempa dan
bencana oleh Bhabinkamtibmas guna memudahkan
identifikasi masyarakat saat dan pasca bencana;
(giat5078/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog9,giat30,renaksil23
)i

d) bersama-sama instansi terkait bekerjasama dalam
penanganan pelayanan kesehatan pada daerah rawan gepa

dan bencana;

(giat3072,5076/progl,4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat32,ren
aksi3l);

terlaksananya pengamanan event nasional/internasional
tahun 2022;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
dilakukan :



8)

b)

penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi sesuai
dengan tindakan Kepolisian yang berlaku serta
mengoptimalkan kekuatan Brimob Polri yang mampu
digerakkan secara cepat dalam menghadapi gangguan
keamanan dan ketertiban masyarakat saat event
nasional/internasional berlangsung;
(giat5079,5080,5087/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5h,giatl8,
renaksi73);

melaksanakan pengamanan Global Platform for Disaster
Risk Reduction (GPDRR) di Bali:
(giat5079,3130,3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl8,
renaksi73);

melaksanakan operasi kepolisian dan kegiatan pengamanan
masyarakat pada event nasional/internasional tahun 2022,
(giat5079,3130,3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl8,
renaksi73);

penggelaran operasional kewilayahan personel Polri dalam

rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan menjalin

sisnergi polisional serta gangguan kelompok criminal

bersenjata;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

mengkoordinasikan kesiapan personel Polri untuk mampu
digerakan secara cepat dalam rangka pengamanan IBU Kota
Negara Baru;
(giat5079,5087/prog4/SP1/SS1/1IKU1/PPKprog9,giat30,renak
Sill6);

melaksanakan dan mengkoordinasikan Kontijensi dengan
menggelar pasukan terhadap wilayah-wilayah yang rawan
konflik, bencana dan ancaman terorisme;
(giat5079,5080,5087/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPkprogl0,giatl7
,renaksi66);

melaksanakan sistem rayonisasi dalam rangka penanganan

tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan



9)

d)

f)

9)

h)

ketertiban masyarakaat yang berkadar dan berintensitas
tinggi;
(giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPkprogb,giatl7,renaksi69);
membangun sisnergitas dengan kesatuan kewilayahan dan
para pemangku kepentingan (stakeholder) yang produktif
guna mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang
kondusif;
(giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprogb,giatl9,20,renaksi7
4,78);

melaksanakan kegiatan pengamanan masyarakat;
(giat3130/prog4/Spl/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl9,20,renaksi7
4,78);

tergelarnya personel di kawasan obvitnas dan objek tertentu;
(giat3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8,giatl2,27,renak
si50,51,107);

melaksanakan kegiatan pelayanan pelacakan dan
penangkalan;
(giat5081/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl2,30,renaksi5
0,120);

memperkuat Binmas Noken dengan melibatkan peran
Bhabinkamtibmas;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/Pkprogb,giatl4,reaksis4,55);

peningkatan kerjasama dalam/luar negeri;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

melaksanakan kerjasama antara Polri dan
kementerian/lembaga dalam rangka meningkatkan sinergi
polisional;

(giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat20,renaksi78);
peningkatan kerjasama KL terkait guna mendukung kerja
sama Kepolisian internasioanl, Organisasi internasional dan
Kerjasama Bilateral dan Multilateral dalam pemeliharaan
keamanan dan ketertiban dunia untuk meningkatkan citra

Polri/Indonesia di mata internasional;



10)

11)

d)

(giat3122/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat22, renaksi82,
83);

meningkatkan  kerjasama keamanan dan ketertiban
internasional di wilayah perbatasan:
(giat3122/prog4/SP1/IKU1/PPKprog5,giat22,renaksi8l);
meningkatkan kerjasama dengan BNPT dalam menjalankan
program kontra radikalisme, kontra ideology, konta
propaganda dan moderasi beragama;
(giat3120,5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl6,renak
Si62);

penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di wilayah

perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan

laut:

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

patroli kapal Polri di seluruh wilayah perairan dan sepanjang
garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan
penegakan hukum;

(giat3134/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprogb,giatl2,renaksi48);
patroli udara dengan mobilisasi pesawat udara Polri dalam

rangka pemantauan wilayah perairan;

(giat3135/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprogb,giatl2,renaksi46);

penguatan Polri dibidang keamanan perbatasan dan pulau

berpenghuni:

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

membangun kememapuan operasional Brimob Polri dalam
penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi di wilayah
perbatasan dan pulau berpenghuni serta meningkatkan
kegiatan patrol (pre-emtif, preventif dan penegakan hukum)
terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah
PLBN baik darat maupun laut;



b. arah

b)

(giat3130,5087.3134/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,10,giat
12,10,renaksi48,50,133);

meningkatkan kegiatan patrol wilayah rawan kriminlaitas,
obvit/obvitnas dalam rangka penguatan Polri di bidang
keamanan perbatasan dan pulau berpenghuni;
(giat3130,3131,3135/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl2,
renaksi48);

meningkatkan  pelacakan dan penagklan  ditempat
keramaian, rawan kejahatan dan daerah perbatasan dalam
rangka penguatan Polri di bidang keamanan perbatasan dan
pulau berpenghuni;
(giat5081/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprogb,giatl2,renaksi46);

kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas

“Mengoptimalkan Pelayanan Publik Polri”, yaitu :

1)

pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang

berbasis TIK serta terintegrasi;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

peningkatan pelayanan online yang terintegrasi serta
pelayanan keliling di bidang lalu lintas yang lebih
menjangkau dan pelayanan identifikasi sebagai alat control
dan data forensic kepolisian:
(giat3133,3084/prog4.prog2/SP2/SS2/IKU2/PPKprog4,11,gia
t9,10,37,40,renaksi33,37,135,141,142,144);

meningkatkan pengembangan Registrasi dan identifikasi
dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan
pengemudi dan kendaraan bermotor;
(giat3133,3084/prog4,prog4/SP2/SS1/IKU1/PPKprog4,11,gia
t9,10,37,40,renaksi33,37,38,135,141,142,144),

melanjutkan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi;
(giat3133/prog2/SP2/SS4/IKP4/PPKprogl1,37,38,renaksil35
,136,137,139);



2)

3)

4)

peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan

sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada

pelayanan publik;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a) melakukan optimalisasi dan inovasi sistem pelayanan SKCK
online;
(giat3100/prog5/SP2/SS4/IKO4/PPKprogl1l,giat40,renaksil4
1,144);

b) melakukan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan
kesehatan Polri pada Dokkes dan jajaran;
(giat3072/progl/SP2/SS5/IKP12/PPKprog3,giat8,renaksi3l);

c) mengoptimalkan operator (out sourching) untuk Helpdesk
Support aplikasi Binmas Online System (BOS);
(giat5076/prog4/SP2/SS4/IKP4/PPKprog5,giatl4,renaksi54,5
5);

d) meningkatkan optimalisasi sistem dan inovasi pelayanan
intelkam POIri melalui layanan drivethru perpanjangan SKCK
dan layanan SKCK Delivery di 34 Polda dan jajaran Polres;
(giat3084/prog2/SP2/SS4/IKP4/PPKprogll,giat40, renaksi
141,144);

keterpaduan pengelolaan ruang SPKT dan melakukan tata ruang

RPK yang humanis serta berbasis TIK;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a) pembangunan ruang RPK di POlres dan Polsek sesuai
dengan SPM yang terintegrasi secara online:
(giat5062/prog2/SP2/SS4/IKP4/PPKprog4,giatl0, renaksi39,
40);

b) menyusun standar pembangunan SPKT sesuai SPM,;
(giat5060/prog2/SP2/SS4/IKP4/PPKprog4,goiatl10,renaksi38)

mengoptimalkan quick response pelayanan kepolisian sesuai

Standar Operasional Prosedur (SOP);



Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

d)

melaksanakan pengkajian terhadap aturan/SOP pelayanan
publik yang berbelit-belit;
(giat4340/progl/SP2/SS5/IKP10/PPKprogl1l,giat38, renaksi
139);

mengoptimalkan bantuan teknis khusus Satwa dalam
pelacakan dan penangkalan serta pencaian korban;
(giat5081/prog4/SP2/SS1/IKU1/PPKprog9,giat32, renaksi
123);

meningkatkan pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem
manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek
tertentu melalui pembinaan teknis (supervise, asistensim
verifikasi) dan audit;
(giat3131/prog4/SP2/SS1/IKU1/PPKprog5,8,goatl2,27,renak
si50,107);

mengelola kegiatan respon time di Samapta Mabes Polri dan
kewilayahan;
(giat3130/prog4/SP2/SS1/IKU1/PPKprog5,9,giatl2,30,renak
si48,117);

arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Penegakan

Hukum

yang Transparan dalam rangka meningkatkan

Kepercayaan Publik”, yaitu:

1)

peningkatan profesionalisme dalam penangganan dan

penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan

masyarakat;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di
wilayah perairan Indonesia;

(giat4342/prog5/SS2/IKU2/ PPKprog6,giat23,renaksi84);
melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan hakikat
ancaman tindak pidana terorisme, penindakan serta

penyidikan  tindak  pidana  terorisme  berdasarkan



d)

f)

9)

h)

penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
giat3134/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog5,6,giatl6,23,renaksi
60,61,94,95);

meningkatkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan
prioritas tindak pidana korupsi (pencegahan dan asset
recovery), Narkoba (TPPU), terorisme, Karhutla/LH
sertasiber termasuk kejhataan kekerasan terhadap
perempuan dan anak;
0iat3140,3141,3142,3143,3144,3145,3146,5083/prog5/SP3/
SS2/IKU2/PPKprog6,giat23, renaksi85,86,87,88,94,95,98);
meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan
ekonomi di bidang pangan, pertanahan, energy,
oinvestasi/perbankan (sector keuangan);

giat3143/prog5/ SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi86);
melaksanakan penyelesaian perkara Restorative Justice
yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun
pada kemanfaatan dan keadilan;

giat3143.prog5/SP3/SS2/ IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi84);
penanganan kejahatan pada ruang siber (cyber crime) yang
mengedepankan kualitas dan edukasi masyarakat;
(giat3130/prog4,SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,gait23,renaksi88);
meningkatkan  penindakan  hukum  terbatas/Tipiring;
(giat3130/prog4/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksio2,
93);

mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya
yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian
hukum dan menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta
transasksional;

(giat3141/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6, giat23,renaksid9,
90);

memberiakn bantuan teknis penyidikan dalam pengolahan
TKP dan pemeriksaan barang bukti;
(giat3141/progs5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksios);



2)

3)

4)

melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan

kompetensi;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;
(giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP1/PPKprog6,giat23,renaksi93);

b) meningkatkan kemampuan pemeriksa forensic (Labfor dan
Inafis) dalam pengelolaan TKP;
(giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP2/PPKprog6,giat23, renaksio3,
96);

peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin

transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang

memnuhi rasa keadilan masyarakat;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan
masyarakat guna meminimalisir complain dari masyarakat
kepada Polri dibidang penegakan hukum menjunjung tinggi
HAM kepada pelapor/korban dan tersangka;
(giat3137/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprogl6,giat51,renaksil7
6,177);

b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik
dan peran Birowassidik guna mengawasi proses penyidikan
agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(giat5086/prog/SP3/SS2/IKU2/PPKprogl4,giat47,renaksil62,
163);

c) mengoptimalkan e-MP (e-manajemen penyidikan) sebagai
sarana pengawasan dan transparansi;
(giaats086/progs5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,  renaksi
97);

peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi
kniminal nasional;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan :



a) mengintegrasikan database criminal dari seluruh Satker di
lingkungan Polri dan institusi penegak hukum lainnya;
(giat5084/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23, renaksi
100);

b) standardisasi data kriminal nasional (melalui Intregated
Smart Criminal Information System);
(giat5084/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,gait23,renaksi99);

arah  kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas

“Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri”,

yaitu . :

1) peningkatan kualitas 8 standar pendidikan era Police 4.0.;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan :

a) penataan kurikulum yang meliputi 70% praktik dan 30% teori
pada seluruh seluruh pendidikan baik Diktuk, Dikbang dan
Dikbangum ;
(giat5070/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3,giat4, renaksil3,
14);

b) upgrading dan sertifikasi Gadik/instruktur;
(giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat4,renaksill,13
,14);

c) pelaksanaan latihan Harkatpuan fungsi Dalmas dan
Negosiator yang Worldclass Standar;

(giat3100/prog3/SP1/ SS1/IKU2/PPKprog3,giat4,renaksil4);

d) pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi anggota
Brimob, Samapta dan Binmas yang Worldclass Standar ;
(giat3100,5076,3130,5087/prog3,4/SP4/SS1,3/IKP1/ PPK
prog3, giat4,renaksil4,16);

e) peningkatan kapasitas SDM bidang Siber Polri, kualitas dan
kuantitas SDM bidang digitalforensik yang Worldclass
Standar;



2)

f)

g9)

h)

(giat3100,3151,3141/prog3,5/sP4/SS2,3/IKP1/PPKprog3,giat
4,renaksil4);

sertifikasi profesi anggota Polri serta meningkatkan sertifikasi
jumlah penyidik Polair Korpolairud Baharkam Polri serta
Korlantas Polri;
(giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog6,renaksi23,renaksi
93);

desentralisasi Pendidikan Pengembangan Spesialisasi untuk
fungsi teknis Binmas, Intelijen dan Sabhara ke SPN Polda:
(giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat4,renaksil3);

pelatihan manajemen operasional Polsek yang Worldclass
Standar;
(giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1/ PPKprog3, giat4, renaksil4);

mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisa Beban Kerja,

SIK3 dan Pengembangan Struktur Organsiasi Polri;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

d)

mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar
Susunan Personel (DSP) di setiap Satker;
(giat5052/progl/SP4/SS3/IKP2/PPKprog2,giat3,renaksi6,7);
pengembangan struktur organisasi Polri di tingkat Satuan
Kewilayahan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi
SIKS;
(giat5052/progl/SP4/SS3/IKP2/PPKprogl,giatl,2,renaksi2,3,
4);

mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar
Susunan Personel (DSP) di setiap Satker guna
pengembangan organisasi Polri dengan melakukan kajian
kelembagaan baik bidang pembinaan maupun bidang
operasional;

(giat5052/progl/SP4/SS3/IKP2/ PPKprog2, giat3,renaksi6,7);
menyusun manajemen talenta persiapan kader unggul yang
dapat berkompetitif;

(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPK prog3,giat5,renaksild);



3)

4)

e) menyiapkan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari
praktik KKN;
(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPK prog3,giats,renaksi2l);

melaksanakan rekruitmen, seleksi dikbangum dan pembinaan

karier sesuai kompetensi dan kebutuhan;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a) melaksanakan rekruitmen anggota Polri secara proaktif dan
terpadu berbasis Tl (Affirmative Action, Talent Scouting dan
Reward);

(giat3107/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat4, renaksi8,9);

b) melaksanakan seleksi dikbangum dengan menggunakan
penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian
kompetensi personel Polri secara objketif;
(giat3107/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat4,renaksill);

c) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara professional
guna menyiapkan pimpinan Polri yang dapat menjadi
teladan, melayani, dan transformasi;

(giat3104/prog3/SP4/ SS3/IKP1/PPKprog3,giat5,renaksi2l);

d) meningkatkan kemampuan/skill Bhabinkamtibmas dan
pengembangan Polmas dalam menangani konflik social
secara humanis yang terjadi di masyarakat di bidang
Kamtibmas;
(giat3100,5076/prog3,4/SP3/SS3/IKP1/PPKprog3, giat4,

renaksil6);

perluasan kerjasama pendidikan di dalam dan luar negeri:
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan :
a) melaksanakan perintisan kerjasama pendidikan Dagri dan
Lugri;
(giat3100/prog/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat6, renaksi24);
b) melaksanakan perpanjangan MoU Kermadik Dagri dan Lugri;
(giat3100/prog/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat6,renaksi24,25);



d)

kerjasama dengan lembaga/asosiasi sertifikat COBIT dan
ITIL;

(giat3100/prog/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat6,renaksi 25);
menyelenggarakan penerimaan dan seleksi pegawai negeri
pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan
humanis (BETAH) serta clear clean dengan menggunakan
CAT (Computer Asisted Test) di tingkat Polda;
(giat3107/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat4,renaksi8,9);

5) peningkatan pelaksanaan tatakelola e-government melalui e-

planning, e-budgeting dan e-procurement untuk mendukung

kesejahteraan anggota Polri;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

d)

mengembangkan aplikasi Sirena secara bertahap;
(giat3084,4339/prog2,5/SP4/SS4/IKP4/PPKprog4,giat9,rena
ksi33,34);

mengembangkan sarana  dan prasarana  sesuai
perkembangan informasi teknologi baik hardware maupun
software untuk mendukung aplikasi e-planning dan e-
budgeting;

(giat3084/prog2/SP4/SS4/IKP4/PPKprog4,giat9, renaksi33,
34);

pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri melalui
LPSE sesuai peraturan yang berlaku;
(giat4331/prog2/SP4/SS4/IKP4/PPKprogb,giatl4, renaksi54,
55);

melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan
barang dan jasapemerintah;
(giat3100,4341/progl,2/SP4/SS3/PPKprog3,giatl4,renaksil3
,14);

peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta
keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polri;
(giat3072,3100/progl,3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat4,rena
ksill,14);



6)

7)

pelaksanaan Sistem Manajemen Karier berbasis Kinerjaserta

berdasarkan Spesifikasi Penugasan Wilayah,;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

d)

menyempurnakan standar penilaian kompetensi serta
meningkatkan “Sistem Reward and Punishment”;
(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3,giats,renkasi23);
membangun sistem penilaian kompetensi Polri yang
komprehensif  melingkupi  perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi guna mendukung “program
manajemen talenta”;

(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPK prog3,giats,renakksi2?2);
mengitegrasikan Sistem Manajemen Kinerja online dengan
SIPP;

(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3,giats, renaksil8);
memperbanyak jumlah Assessor Sertifikasi kompetnsi
bidang Satpam dan Polsus;
(giat3100,5076/progl,3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat4,
renaksil3);

peningkatan kesejahteraan melalui layanan kesehatan dan

keselamatan kerja bagi aparatur Polri;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

melaksanakan pelayanan administrasi berkaitan dengan
BPJS dan Asuransi Jamkestama,;

(giat3072/progl/SP4/SS5/ IKP12/PPKprog3,giat8,renaksi3l);
pelaksanaan pelayanan secara proaktif dalam pemberian
tanda kehormatan kepada pegawai negeri pada Polri yang
gugur/tewas dalam tugas;
(giat3072,3105/progl,3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat8,rena
ksi30,32);

melaksanakan pelayanan adminsitrasi pegawai pada Polri
berkaitan dengan ASABRYI,
(giat3105/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPkprog3,giat8,renaksi29);



d)

peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan,
baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk memebrikan
layanan kesehatan yang prima kepada aparatur Polri dan
masyarakat umum;
(giat5062,3072,5052/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat8,
renaksi30,31);

peningkatan standar akreditasi Rumah sakit Bhayangkara
melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS);
(giat5052,3072/progl/SP4/SS3/IKP1/PPKprog4,giat10,renak
si38,39);

e. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Pemenuhan

Sarana Prasarna dan Almatsus Kepolisian yang Modern”, yaitu:

1)

pemenuhan sarana dan prasarana serta Almatsus Polri yang

modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan

kepada masyarakat;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai
dengan SPM yang terintegrasi secara  online:
(giat5062,3071/progl,2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat9,10,re
naksi34,39,40);

pemenuhan Alamtsus Polri yang modern berbasis teknologi
informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam
rangka penanganan PPA, penyelidikan, pengideraan,
ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik social dan
lawan insujensi dan pemeliharaan keamanan;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,11,giat9,10,37,ren
aksi34,37,38,135,144);

pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi
Fungsi Lalu Lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan
pembangunan BPKB dan STNK online;
(giat3084,3133/prog2,4/SP5/SS4/IKP4/PPKprogll, giat40,
renaksil4l);



d)

f)

9)

h)

)

K)

melaksanakan pembangunan Indonesia Safety Driving
Center;
(giat5062,3133/prog2,4/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,12,giatl0,
41renaksi38,145);

melaksanakan pembangunan RTMC/TMC;
(giat5062,3133/prog2,4/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,12,giat10,
41,renaksi38,145);

pemasangan ETLE guna menegakan hukum secara
transparan di jalan raya:
(giat3084,3133/prog2,4/SP5/SS4/IKP4/PPKprog6,giat23,ren
aksiol);

pembangunan dan peningkatan Faskes dalam rangka
pelayanan kesehatan, baik ditingkat pusat maupun wilayaah
untuk memebrikan layanan kesehatan yang prima kepada
aparatur Polri dan masyarakat umum;
(giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog3,giat8, renaksi30,
31);

pemenuhan Almatsus Polri yang modern berbasis teknologi
informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam
rangka penanganan PPA, penyelidikan, penginderaan,
ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik social dan
lawan injurensi;

(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4, giatl0,renaksi37);
melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK online;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprogll,giat40,renaksi
141);

pembuatan prototype peralatan Polri berbasis teknologi dan
inovasi teknologi Kepolisian terkini;

(giat3084/prog2/SP5/ SS4/IKP4/PPKprog4,giat10,renaksi39);
mengintegrasikan sistem informasi Kepolisian dari tingkat
Polsek sampai tingkat Mabes Polri serta jaringaan Palapa
Ring dari Kemenkominfo untuk koneksi Polda-Polda;
(giat3071/progl/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat9,renaksi34);
membangun sistem komunikasi perbatsan dan Pulau

Terluar;



2)

3)

p)

(giat3084,5055/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat9,renaksi
34);

pengembanganl110;
(giat3084,5055/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat9,renaksi
36);

mengoptimalkan Binmas online sistem yang berkoneksi
dengan online single submission dalam penerbitan surat izin
operasional BUJP;
(giat3084,3071/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog5,giat14,renak
sib4);

melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan
Alpakam dan Almatsus Polri (Min dan Maks);
(giat5060,5051/prog4/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10,renak
si37,38);

pemenuhan peralatan penanganan Karhutla dan Banijir
sesuai dengan karakteristik wilayah;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giatl0, renaksi37,
38);

peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara Industri

Strategis (BUMNIS) dan industri swasta nasional dalam

pemenuhan Almatsus Polri;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

melakukan kerja sama dengan BUMNIS dan Industri Swasta
Nasional (ISN) dalam pembuatan prototype, berikut
melakukan Standardisasi dan Sertifikasi Alpakam dan
Almastsus Polri;

(giat5060/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog5, giat20,renaksi78);
menggunakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
dalam setiap pelaksanaan Pengadaan Almatsus dan Alsus
Polri;
(giat4341/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog5,giat20,renaksi78);

pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan

fasilitas perkantoran, dan rumah dinas di wilayah perbatasan;



4)

5)

6)

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan :
a) melaksanakan pembangunan rumah dinas, flat dan rusun
bagi personel Polri;
(giat 5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/ PPKprog3,giat8,renaksi29);
b) melakukan pembangunan rumah sakit atau layanan
kesehatan lainnya yang dekat dengan kediaman/lingkungan
Mako;
(giat 5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog3,giat8, renaksi31);
c) melanjutkan pembangunan fasilitas Perkantoran dan Rumdin
di wilayah perbatasan secara selektif prioritas dan

berkelanjutan;

(giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,5,giatl0,12, ren
aksi38,48);

melanjutkan pengembangan Labfor di kewilayahan secara
bertahap;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan :

Melanjutkan pengembangan pembangunan laboratorium forensic
beserta rumah dinas di tingkat kewilayahan dalam rangka
mendukung pengungkapan kasus tindak pidana di bidang
penegakan hukum;

(giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4, giatl0,renaksi38);
meningkatkan pengembangan Almatsus SCI,

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan :

melengkapi peralatan laboratorium forensik dan sidik jari dengan
teknologi terkini;

(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4, giat10,renaksi39);

pembangunan dan penyatuan sistem informasi kepolisian
yang terintegrasi;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :



7)

b)

melaksanakan pengadaan sistem informasi kepolisian yang
terintegrasi;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat9,renaksi34);
melanjutkan penataan infrasruktur layanan darurat/hotline
kepolisian dengan nomor tunggal dalam rangka merespon
dengan cepat pengaduan masyarakat;
(giat5062/prog2/SP5/SS1,4/IKP4/PPKprog4,giat9,renaksi36);
mengembangkan teknologi kepolisian berdasarkan hasil

penelitian;

(giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giatll, renaksi4l);

pengusulan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung

Polda Kaltim dan Polda Penyangga dalam rangka

pemindahan IKN;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

mendatakan kebutuhan Sarpras mabes Polri, Polda Kaltim
dan Polda Penyangga dalam rangka mendukung
pemindahan ibukota negara;
(giat5060,5062/prog2/SP5/SS4/IKP6/PPKprog4,giat10,renak
si37,38);

mengevaluasi kebutuhan sarpras yang utama pada Polda

Kaltim dan Polda penyangga,;

(giat5060,5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10,renak
si37,38);

memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana 2020-
2024 termasuk kebutuhan di lbu Kota Negara baru;
(giat5060,5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10,renak
si37,38);

arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Penguatan

Pengawasan vyang efektif guna Menguatkan Integritas dan

Tatakelola Organisasi yang Baik”, yaitu :

1)

penanganan publik komplain secara efektif terpercaya

bebasis online;



2)

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

d)

klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara
terpadu;
(giat3091/progl/SP6/SS5/IKP13/PPKprogl2,giat42, renaksi
150);

mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat
secara online;
(giat3091/progl/SP6/SS5/IKP13/PPkprogl2,giat42, renaksi
149);

percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang
berasal dari pengawas eksternal;
(giat3091/progl/SP6/SS5/IKP13/PPKprogl5,giat49, renaksi
172);

pemasangan perangkat keras (Hardware) dan perangkat
lunak  (Software) terkait  Rekruitment  Pendidikan
Pembentukan sserta terkait Penanganan Perkara Pidana
dan Pelayanan Publik;
(giat3091/progl/SP6/SS4,5/IKP4/PPKprogl5s,giats0, renaksi
175);

penguatan Saber Pungli;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

meningkatkan sinergitas Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja
UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memrantas pungli;
(giat3091/progl/SP6/SS5/IKP14/PPKprogl5,giat48,renaksil
69);

membangun sistem pelaporan yang terintegrasi antara
Satgas dan UPP;
(giat3091/progl/SP6/SS5/IKP14/PPKprogl5,giat48, renaksi
168,169);

meninngkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam
mencegah pungli;
(giat3091/progl/SP6/SS5/IKP14/PPKprogl5,giat48, renaksi
170);



3)

d)

f)

9)

pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket)
terkait Rekruitment Pendidikan Pemebntukan : Bintara, Akpol
dan SIPSS;
(giat5086/prog5/SP6/SS1/IKU1/PPkprogl5,giat48,  renaksi
168,169);

pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket)
terkait Pendidikan Pengembangan : SIP, SESPIMA,
SESPIMMEN/PKN Tinkgat2, SESPIMTI/LEMHANAS dan
PKN Tingkat 1;

(giat5086/prog5/SP6/SS1/IKU1/PPKprogl5,giat48, renaksi
168,169);

pelaksanaan Operasi Bersih terkait penanganan perkara
pidana dan pelayanan publik (SIM,STNK,BPKB,SKCK);
(giat5086/prog5/SP6/SS1/IKU1/PPKprogl5,giat5l, renaksi
176,177);

terlaksananya Saber Pungli secara optimal dengan sasaran
pungutan liar yang terjadi pada lingkungan Polri;
(giat3091/progl/SP6/SS5/IKP14/PPKprogl5,giat48,renaksil
69);

pencegahan Korupsi di internal Polri

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga
pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum dalam
upaya pencegahan korupsi;
(giat3091/progl/SP6/SS5/IKP14/PPKprogl5,giat49, renaksi
170,173);

meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP dalam upaya
mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;
(giat3091/progl/SP6/SS5/IKP14/PPKprogl5,giat48,renaksil
68,169);

sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentng
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik



4)

Indonesia, serta Perkap Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

(giat3091/progl/SP6/SS5/IKP14/PPKprogl4,giatd7, renaksi
165)

meningkatkan tatakelola manajemen keuangan, perencanaan

dan penganggaran Polri yang akuntabel;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

d)

mengembangkan aplikasi terkait perencanaan dan
penganggaran Polri :
(giat3088/progl/SP6/SS5/KP11/PPKprog4/giat10,renaksi38,
140);

meningkatkan pengawsan dan evaluasi dalam perencanaan
dan penganggaran Satker sehingga lebih efektif dan efisien;
(giat4339/progl/SP6/SS5/IKP11/PPKprogl5,giat48,renaksil
68);

meningkatkan  sinergitas dalam  menyusun  produk
perencanaan Polri (Domren Kapolri, Rancangan Renja Polri
dan Renja Polr) guna mensinkrinkan pembangunan di

lingkungan Polri agar semakin berkualitas;

(giat3088/progl/SP6/SS5/IKP7/PPKprogl4,giat47,  renaksi
163);

meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara
fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik,
fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
selaku penanggungjawabtatakelola keuangan tingkat satker;
(giat3091/progl/SP6/SS5/IKP8/PPKprogl5,giat48,renaksi
168);

melaksanakan monitoring dan evaluasi sserta sosialisasi
terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
9IKPA) Polri Semester dan Tahunan;



S)

6)

(giat3091/progl/SP6/SS5/IKP8/PPKprogl4,giatd7,  renaksi
163);

f)  melaksanakan Analisa dan Evaluasi Kinerja dan anggaran

baik di bidang Pembinaan dan Operasional;

(giat3091/progl/SP6/SS5/IKP11/PPKprogl4,giatd7, renaksi
162);

penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polsek

serta penguatan struktur organisasi Polri yang efektif dan

efisien;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a) pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap
serta mengubah kewenangan Polsek hanya untuk
harkamtibmas pada daerah tertentu;
(giat5052/progl/SP6/SS5/IKP10,12/PPKprogl,giatl,renaksil
2);

b) penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan
situasi Kamtibmas dan perkembangannya;

(giat5052/progl/ SP6/SS5/IKP10/PPKprogl,giatl,renaksi3);

c) melaksanakan penyempurnaan peraturan tentang SOTK
tingkat Mabes Polri;
(giat5052/progl/SP4/SS5/IKP10/PPKprogl,giat2,renaksi4,5);

peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Polri;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a) menyelenggarakan bimbingan kepada unit penyelenggara
pelayanan publik di seluruh jajaran Polri  untuk
mempedomani kebijakan Farum Konsultasi Publik (FKP),
sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh
masyarakaat/stakeholder tterkait kebijakan penyelenggaraan
layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka
evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan

penyelenggaraan pelayanan publik yag efektif, efisien



b)

d)

berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai
tuntutan kebutuhan masyarakat;
(giat5053/progl/SP6/SS5/IKP10/PPKprogl1,giat38,renaksil
39,140);

melanjutkan pelaksanaan kegiatan asistensi
penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh  Unit
Pelayanan Publik Polres/Polresta/Polrestabes dan Polres
Metro, agar sesuai dengan komponen standar pelayanan di
dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
dalam rangka perbaikan Unit Pelayanan Publik dan
peningkatan Indeks Pelayanan Publik Polri;
(giat5043/progl/SP6/SS5/IKP10/PPKprogl1l,giat138,renaksi
140);

melakukan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi
Polri yang memnuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari
Polri yang berpartisipasi, sehingga lebih besar peluang untuk
memperoleh kategori TOP 99/45 Inovasi Pelayanan Publik;
(giat5053/progl/SP6/SS5/IKP10/PPKprogl1,giat38,renaksil
39,140);

mempertahankan capaian Satker/Satwil zona integritas yang
sudah berpredikt Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
(giat5053/progl/SP6/SS5/IKP10/PPKprogll,giat39,renaksil
40);

melaksanakan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata
Kelola Polri (ITK) berbasis web dan mobile online (ITK-O)
tingkat Polres Metro/Polrestabes. Polresta/Polres dan Satker
Polda;

(giat5053/progl/SP6/SS5/IKP10/PPKprogl2,giat4l, renaksi
146);



Arah Kebijakan dan Strategi Polda Sumatera Selatan TA. 2022

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran Prioritas Polda Sumatera

Selatan Tahun 2022, maka ditetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai

berikut :

a. arah

kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas

‘Harkamtibmas yang Kondusif di Daerah Hukum Polda Sumsel”,

yaitu :

1)

2)

Penguatan peran Polri dalam menjaga keamanan daerah

hukum Polda Sumsel melalui peningkatan kemampuan

deteksi aksi;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

d)

peningkatan peran dan fungsi intelijen keamanan, agar
mampu memberikan informasi berkualitas; saran tindak yang
rahasia, cepat dan akurat yang didukung aparatur, anggaran
dan teknologi yang memadai dan termodernisasi;
(giat3114,3115,3116,3117,3150/prog5/SP1/SS1/IKU2/PPKpr
0g5, 10,giat16,33,34,renaksi60,61,62,63,64,65,130,131)
memetakan potensi pok radikal, terorisme, konflik sosial, dan
gangguan Kamtibmas lainnya;
(giat3114,3115,3116,3117,3150/prog5/SP1/SS1/IKU2/PPKpr
095,10,giat16,33,34,renaksi60,61,62,63,64,65,130,131);
melakukan lidikpamgal guna deteksi aksi dan binluh terfokus
kepada potensi radikal, terorisme, konflik sosial dan
gangguan Kamtibmas lainnya;
(giat3114,3115,3116,3117,3150/prog5/SP1/SS1/IKU2/PPKpr
0g5,10,giat16,33,34,renaksi60,61,62,63,64,65,130,131);
meningkatkan efektivitas penanggulangan aksi radikal,
terorisme, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya,
(giat3114,3115,3116,3117,3150/prog5/SP1/SS1/IKU2/PPKpr
0g5,10,giat16,33,34,renaksi60,61,62,63,64,65,130,131);

pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan

gangguan Kamtibmas serta terorisme;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :



b)

d)

f)

9)

h)

melanjutkan menguatkan  program Polmas dengan
penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl2,14,renaksi5
1,55);

meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang
kepada kelompok kotra radikal dan deradikalisasi;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl2,15,renaksi4
6,47,56,57,59);

penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media
social serta kerja sama dengan instansi terkait serta
pemanfaatan mantan-mantan terorisme yang sudah
Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang
berfaham radikal;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl2,15,renaksi4
6,47,56,57,59);

menguatkan deteksi aksi melalui pemetaan jaringan
terorisme secara berkesinambungan dan mengantisipasi
konflik sektarian yang berpotensi memunculkan radikalisme
dan terorisme;
(giat3134/prog5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl6, renaksi60,
61);

patrol konten dan kontra narasi pada kanal-kanal media
online dan media social yang sehat menjadi saluran
penyebaran propaganda kelompok teroris;
(giat3134/progs5/SP1/SS1/IKU1/PPKprogb,giatl6,renaksi63);
meningkatkan pelibatan peran civil society dan tokoh agama
garis keras yang telah mengikuti program moderasi
beragama dalam penanganan kasus terorisme;
(giat3143/progs5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl6,renaksi64);
melaksanakan kerja sama dan identifikasi terhadap individu
atau kelompok dan sosialisasi terhadap mantan narapidana
terorisme dengan keluarganya;
(giat3143/progs5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl6,renaksi65);
menetralisir dan menekan isu serta berita negative yang

dapat mengganggu stabilittas kamtibmas :



3)

)

k)

(giat3143/prog5/SP1/SS1/IKU1/PPKprogl3,giat43, renaksi
152);

melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada
masyarakat terkait pencegahan kejahatan;
(giat3155/progl/SP1/SS1/IKU1/PPKprogb,giatl2, renaksi46,
S1);

meningkatkan kegiatan patrol wilayah rawan kriminalitas;
(giat3130/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprogb,giatl2,renaksi46);
meningkatkan pelacakan dan penagkalan di tempat
keramaian, rawan kejahatan dan daerah perbatasan;
(giat5081/prog4,SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl2,renakski48)
meningkatkan kegiatan patrol dan pengamanan di tempat
obvit/obvitnas dan tempat pariwisata;
(giat3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl2, renaksi50,
51):

pengamanan Pilkada, Pilkades yang tertib, lancar dan

demokratis :

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

d)

pengoptimalan pasukan siaga pada masing-masing kesatuan
Brimob untuk setiap saat siap digerakkan dengan dukungan
logistik (peralatan dan perlengkapan) yang memadai;
(giat5087/prog5/SS1/SP1/IKU1/PPKprogb,giatl8,renaksi
070);

pembentukan Satgas anti money politics guna memberikan
deteren effect untuk meminimalisir terjadinya korupsi;
(giat3146/progs/SS1/SP1/IKU11/PPKprog5,giatl8,renaksi
070);

pembentukan Satgas Nusantara guna mengidentifikasi
konflik SARA;
(giat3114/prog5/SS1/SP1/IKU1/PPKprog5,giatl8,renaksi
070);

pembentukan Satgas Siber Pilkada;



4)

5)

(giat3145/prog5/SS1/SP1/IKU1/PPKprogb,giatl8,renaksi
070);

e) mapping potensi konflik, potensi ancaman gangguan
kamtibmas dan daerah rawan Pilkades 2022;
(giat5080/prog5/SS1/SP1/IKU1/PPKprogs,giatl8,renaksi
070);

f)  peningkatan latihan kemampuan personel Polda Sumsel
yang terlibat pengamanan;
(giat5080/prog5s/SS1/SP1/IKU1/PPKprogb,giatl8,renaksi
070);

g) melaksanakan cipta kondisi:

(giat5080/prog5/SS1/SP1/IKU1/PPKprogs,giatl8,renaksi
073);

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a) menggerakkan stakeholder terkait, Toga dan Toma dalam
mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
(giat5076/prog5/SS1/SP1/IKU1/PPKprog5,giatl2,renaksi46,
47);

b) partnership potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam
mencegah menangkal Kamtibmas dan gakkum terbatas;
(giat5076/prog5/SS1/IKU1/SP1/PPKprog5,giat21,renaksi79,
80);

meningkatkan rasa aman ditengah masyarakat saat jam

rawan serta peran aktif masyarakat dalam mewujudkan

Kamseltibcarlantas di daerah hukum Polda Sumsel;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a) melaksanakan pengaturan, pengawalan dan patroli lalu
lintas;
(giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl2,renaksi49);



b)

d)

f)

9)

h)

)

meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas
saat jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat
dalam mewujudkan Kamtibmas;
(giat3130/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8,giatl2,27,28,ren
aksi49,107,1120):

pemantuan arus kemacetan lalulintas sebagai dasar evaluasi
dan pengkajian trouble spot dalam mengurai titik-titik lokasi
rawan kemacetan dan kecelakaan lalulintas;
(giat3133/prog5s/SS1/SP1/IKU1/PPKprogll,giat37,38,renaksi
135,136,138);

melakukan kajian black spot kecelakaan lalulintas dan
angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalulintas;
(giat3133/prog5s/SS1/SP1/IKU1/PPKprogll,giat37,38,renaksi
135,136,138);

penanganan kecelakaan lalulintas menonjol dengan
pemanfaatan teknologi traffic ~ accident  analysis;
(giat3133/progs/SS1/SP1/IKU1/PPKprogll,giat37,38,renaksi
135,136,138);

melaksanakan  progam road safety/safety  ridding;
(giat3133/prog5/SS1/SP1/IKU1/PPKprog5,giatl2,renaksi49);
membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang mudah
diakses publik dan pemangku kepentingan;
(giat3133/prog5/SS1/SP1/IKU1/PPKprogll,giat37,38,renaksi
135,136,138);

menggelar operasi kepolisian di bidang lalulintas secara
tematis;
(giat3133/progs/SS1/SP1/IKU1/PPKprogs,6,giatl2,23,renak
si49,91);

melaksanakan kampanye keselamatan lalulintas dan
angkutan jalan;
(giat3133/prog5s/SS1/SP1/IKU1/PPKprog5,6,giatl2,23,renak
si49,91);

penerapan e-tilang secara online ;

(giat3133/progs5/SS1/SP1/IKU1/PPKprog5,6,giatl2,23,renak
si49,91);



6)

7

k)  meningkatkan kegiatan patrol dan pengamanan di temapt
obvit/obvitnas dan tempat pariwisata saat jam rawan dalam
rangka mendukung PEN serta berperan aktif masyarakat
dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;
(giat3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8,giatl2,,27,renak
si49,50,107);

penggelaran personel berseragam untuk mengantisipasi

gangguan kamtibmas;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a) pengamanan aksi unjuk rasa damai dan tidak anarkis;
(giat3130/prog5s/SS1/SP1/IKU1/PPKprog5,giatl9,20,renaksi
74,78);

b) pengamanan dan rekayasa lalu lintas pada hari libur dan hari
besar nasional;
(giat3133/prog5/SS1/SP1/IKU1/PPKprog5,giatl2,renaksi49);

c) tergelarnya operasi cipta kondisi untuk mewujudkan situasi
Kamtibmas yang kondusif dengan prioritas penanganan

potensi konflik;

(giat5080/prog5/SS1/SP1/IKU1/PPKprogb,giatl8,renaksi
073);

peningkatan sinergitas kemitraan melalui kerjasama dengan

stakeholder dalam upaya mengelola media sosial untuk

membangun citra Polda Sumsel yang positif;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan

dilakukan :

a) membangun dan meningkatkan layanan pemerataan
informasi melalui media massa (media elektronik, media
cetak dan media online); (giat5066/prog5/SP1/SS1/IKP6/
PPKprogl3, giat43,44, renaksil51,152,153,154,155,156);

b) meningkatkan kerja sama dengan stakeholders
pemerintahan melalui kegiatan Badan Koordinasi Humas;
(giat5066/progs5/SP1/SS1/IKP6/PPKprogl3,giat46,renaksi
160161);



8)

d)

meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait melalui
kegiatan FGD terhadap isu-isu yang sedang terjadi;
(giat5066/progs5/SP1/SS1/IKP6/PPKprogl3,giat44,46,renaksi
154,155,160161);

melaksanakan counter opini melalui media sosial;
(giat5066/progs5/SP1/SS1/IKP6/PPKprogl3,giat43,46,renaksi
152,161);

meningkatkan peran aktif Polda Sumsel di wilayah rawan

bencana:

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

d)

personel Brimob Polda Sumsel yang mampu digerakkan
dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun
sinergitas  kemitraan  dengan  stakeholders  dalam
penanggulangan bencana keselamatan dan terintegrasi di
wilayah rawan serta wabah;
(giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl9,20, renaksi
74,78);

menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan
penanganan SAR terbatas oleh personel Sabhara, Brimob
dan bantuan Satwa;
(giat3130,5081/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giatl9,20,re
maksi74,78);

memetakan masyarakat Desa/wilayah rawan bencana oleh
Bhabinkamtibmas guna memudahkan identifikasi
masyarakat saat dan pasca bencana;
(giat5078/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog9,giat30,renaksil23
);

bersama-sama instansi terkait bekerjasama dalam
penanganan pelayanan kesehatan pada daerah rawan
bencana;
(giat3072,5076/progl,4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat32,ren
aksi3l);



b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik Polda Sumsel”, yaitu :

1)

2)

pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang

berbasis TIK serta terintegrasi;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a) peningkatan pelayanan online yang terintegrasi serta
pelayanan keliling di bidang lalu lintas yang lebih
menjangkau dan pelayanan identifikasi sebagai alat control
dan data forensic kepolisian:
(giat3133,3084/prog4.prog2/SP2/SS2/IKU2/PPKprog4,11,gia
t9,10,37,40,renaksi33,37,135,141,142,144);

b) meningkatkan pengembangan Registrasi dan identifikasi
dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan
pengemudi dan kendaraan bermotor;
(giat3133,3084/prog4,prog4/SP2/SS1/IKU1/PPKprog4,11,gia
t9,10,37,40,renaksi33,37,38,135,141,142,144);

c) melanjutkan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi;
(giat3133/prog2/SP2/SS4/IKP4/PPKprogl11,37,38,renaksil35
,136,137,139);

peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan

sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada

pelayanan publik;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a) melakukan optimalisasi dan inovasi sistem pelayanan SKCK
online;
(giat3100/prog5/SP2/SS4/1IKO4/PPKprogll,giat40,renaksil4
1,144);

b) melakukan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan
kesehatan Polri pada Dokkes dan jajaran;
(giat3072/progl/SP2/SS5/IKP12/PPKprog3,giat8,renaksi31);

c) mengoptimalkan operator (out sourching) untuk Helpdesk

Support aplikasi  Binmas Online System (BOS);



3)

4)

d)

(giat5076/prog4/SP2/SS4/IKP4/PPKprog5,giatl4,renaksi54,5
5);

meningkatkan optimalisasi sistem dan inovasi pelayanan
intelkam Polri melalui layanan drivethru perpanjangan SKCK
dan layanan SKCK Delivery di 34 Polda dan jajaran Polres;
(giat3084/prog2/SP2/SS4/IKP4/PPKprogll,giat40, renaksi
141,144);

mengoptimalkan quick response pelayanan kepolisian sesuai

Standar Operasional Prosedur (SOP);

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

d)

melaksanakan pengkajian terhadap aturan/SOP pelayanan
publik yang berbelit-belit;
(giat4340/progl/SP2/SS5/IKP10/PPKprogll,giat38, renaksi
139);

mengoptimalkan bantuan teknis khusus Satwa dalam
pelacakan dan penangkalan serta pencaian korban;
(giat5081/prog4/SP2/SS1/IKU1/PPKprog9,giat32, renaksi
123);

meningkatkan pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem
manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek
tertentu melalui pembinaan teknis (supervise, asistensim
verifikasi) dan audit;
(giat3131/prog4/SP2/SS1/IKU1/PPKprog5,8,goatl2,27,renak
si50,107);

mengelola kegiatan respon time DitSamapta Polda dan
kewilayahan;
(giat3130/prog4/SP2/SS1/IKU1/PPKprog5,9,giat12,30,renak
si48,117);

perbaikan kualitas dan sikap petugas serta meniadakan

pungutan liar pada sentra pelayanan publik :

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :



5)

6)

7)

- meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik dan
standar layanan serta pemberian reward and punishment
secara konsisten; (giat 3103/Prog 3/SP 2/SS 2/IKP8/ PPK1);

peningkatan keberpihakan di dalam pelayanan hukum bagi

perempuan dan anak sebagai korban kekerasan;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a) peningkatan pelayanan penyelidikan dan penyidikan
terhadap kasus dengan korban perempuan dan anak oleh
penyidik wanita; (giat3142/prog4/SP2/SS2/IKP2,3,8/ PPK3);

b) peningkatan kuantitas dan kualitas SDM sebagai awak Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA); (giat3108/Prog
3/SP 2/ SS 3/IKP1/ PPK1 dan 3);

c) pelatihan peningkatan kemampuan petugas PPA;
(giat3100/prog3/SP2/SS3/IKU14/PPK1);

pengelolaan tata ruang SPKT vyang bersahabat dan
profesional :

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan : pembangunan dan renovasi ruangan SPKT
Polres jajaran Polda Sumsel yang humanis dengan dilengkapi
sarana
pendukung;(giat5062/prog2/SP2/SS4/PPKprog4,giat10,renaksi39,
40);

meningkatkan pengamanan terhadap VIP/VVIP, objek

vital/lkhusus yang didukung peralatan dan personel yang

berkualitas;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a) meningkatkan kualitas pengamanan terhadap VIP/VVIP,
kawasan tertentu, lokal dan kegiatan pariwisata, serta
pengamanan kegiatan nasional maupun internasional;
(giat3131/prog5/SP2/SS1/PPKprog9,giat31,renaksil26,127);

b) meningkatkan kemampuan personel pengamanan melalui

pendidikan dan pelatihan;



(giat3100/progs/SP2/SS2/ PPKprog3,giat04,renaksill);
mengajukan/mengusulkan  pengadaan almatsus yang
mendukung Tupoksi;

(giat5062/prog2/SP2/SS4/ PPKprog4,giat10,renaksi38);

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Penegakan

Hukum yang Transparan dan Berkeadilan dalam rangka

meningkatkan Kepercayaan Publik di Daerah Hukum Polda

Sumsel”, yaitu :

1)

peningkatan profesionalisme dalam penanganan kasus-kasus

yang menjadi perhatian publik guna memenuhi rasa keadilan

masyarakat;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan

dilakukan :

a)

b)

d)

)

pelatihan peningkatan kemampuan secara bertahap guna
mewujudkan personel fungsi reserse yang handal dan
profesional;
(giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP1/PPKprog3,5,giat04,renaksill
, giat6,renaksi93);

peningkatan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan
Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (crime
scene investigation/CSI) guna membantu pengungkapan
tindak pidana secara ilmiah;

(giat3100;giat 3141 (krimum/inafis)/prog3/SP3/SS3/IKP1/
PPKprog6,giat23,renaksio3);

pemenuhan teknologi tepat guna yang mutakhir guna
mendukung percepatan, pengungkapan dan pelayanan
penegakan hukum;
(giat3071/prog2/SP3/SS4/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi89);
peningkatan pengungkapan terhadap jaringan peredaran
gelap Narkoba skala nasional, regional dan internasional;
(giat3144/prog4/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi89);
meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di
wilayah perairan Indonesia;

(giat4342/prog5/SS2/IKU2/ PPKprog6,giat23,renaksid4);



K)

p)

Q)

melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan hakikat
ancaman tindak pidana terorisme, penindakan serta
penyidikan  tindak  pidana  terorisme  berdasarkan
penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
giat3134/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog5,6,giatl6,23,renaksi
60,61,94,95);

meningkatkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan
prioritas tindak pidana korupsi (pencegahan dan asset
recovery), Narkoba (TPPU), terorisme, Karhutla/LH
sertasiber termasuk kejhataan kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

giat3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146,
5083/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi85,86,87
,88,94,95,98);

meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan
ekonomi di bidang pangan, pertanahan, energy,
oinvestasi/perbankan (sector keuangan);

giat3143/prog5/ SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi86);
melaksanakan penyelesaian perkara Restorative Justice
yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun
pada kemanfaatan dan keadilan;

giat3143.prog5/SP3/SS2/ IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi84);
penanganan kejahatan pada ruang siber (cyber crime) yang
mengedepankan kualitas dan edukasi masyarakat;
(giat3130/prog4,SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,gait23,renaksi88);
meningkatkan  penindakan  hukum  terbatas/Tipiring;
(giat3130/prog4/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksio2,
93);

mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya
yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian
hukum dan menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta
transasksional,

(giat3141/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6, giat23,renaksid9,
90);



2)

3)

r)  memberiakn bantuan teknis penyidikan dalam pengolahan
TKP dan pemeriksaan barang bukti;
(giat3141/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksio6);

peningkatan kompetensi penyidik, pemeriksa Labfor, Tim

Genana melalui sertifikasi dan Dikbang ;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan

dilakukan :

a) pelaksanaan sertifikasi terhadap penyidik Polri dan
pemeriksa forensik;
(giat3096/prog4/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksio3);

b) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;
(giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP1/PPKprog6,giat23,renaksi93);

c) meningkatkan kemampuan pemeriksa forensic (Labfor dan
Inafis) dalam pengelolaan TKP;
(giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP2/PPKprog6,giat23, renaksio3,
96);

peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin

transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang

memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan
masyarakat guna meminimalisir complain dari masyarakat
kepada Polda Sumsel di bidang penegakan hukum
menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan
tersangka;
(giat3137/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprogl6,giat51,renaksil7
6,177);

b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik
dan peran Bagwassidik guna mengawasi proses penyidikan
agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(giat5086/prog/SP3/SS2/IKU2/PPKprogl4,giat47,renaksil62,
163);



4)

5)

4)

c) mengoptimalkan e-MP (e-manajemen penyidikan) sebagai
sarana pengawasan dan transparansi;
(giat5086/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksio7);

peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi

kniminal nasional;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a) mengintegrasikan database criminal dari seluruh Satker di
lingkungan Polri dan institusi penegak hukum lainnya;
(giat5084/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23, renaksi
100);

b) standardisasi data kriminal nasional (melalui Intregated
Smart Criminal Information System);
(giat5084/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,gait23,renaksi99);

proses penyidikan yang bebas dari pungutan liar, rekayasa

perkara yang berbelit-belit, pemerasan dan makelar kasus;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan

dilakukan :

a) peningkatan peran pengawasan melekat oleh atasan
penyidik dan pengawas penyidik untuk mengontrol proses
penyidikan;
giat5086;giat 5085(krimsus/krimum, korwas ppns); giat 5082
(krimum/binops lidik sidik, rapat2)/prog4/SP3/SS2/IKU2,
IKP8/ PPKprog5, giat23,renaksi89,92);

b) pembangunan sistem pengawasan penyidik secara
elektronik (e-Penyidikan);
(giat3071/prog2/SP3/SS2/IKU2/PPKprog5,giat23,renaksi89,
92);

penanganan kebakaran hutan dan lahan;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan

dilakukan :

a) pembentukan Satgas kebakaran hutan;
(giat5083,5085/Prog4/SP3/SS2/PPKprog9,giat32,renaksil29

);



5)

6)

b) peningkatan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga,
Pemda dan Instansi terkait lainnya dalam rangka penegakan
hukum penanganan kebakaran hutan dan lahan;
(giat5085/prog5s/SP3/SS1/
PPKprogb,giat19,renaksi74,75,76,77, giat 20,renaksi78);

c) mengusulkan dukungan anggaran untuk penanganan

Karhutbunlah di wilayah Provinsi Sumatera
Selatan;(giat5080/progl/SP3/SS2/PPKprog9,giat32,renaksil
29);

d) Optimalisasi teknologi berbasis IT dalam penanganan
kebakaran hutan dan lahan. (giat5085/prog5/SP3/SS1/
PPKprog9,giat32,renaksil29);

penanganan tindak pidana perairan di daerah hukum Polda

Sumsel,

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan

dilakukan :

a) meningkatkan penindakan terhadap perkara illegal fishing,
illegal taping, illegal mining, trafficking secara optimal di
wilayah perairan Sumsel; (giat3134/prog4/SP3/SS2/IKU2/
PPKprogb,giat23,renaksi89,90);

b) meningkatkan penyelesaian perkara perompakan di wilayah
perairan Sumatera Selatan; (giat3134/prog4/SP3/SS2/IKU2/
PPKprogb,giat23,renaksi89,90);

c) meningkatkan keamanan perairan melalui optimalisasi fungsi
intelijen perairan, Polmas perairan dan patroli perairan
dengan didukung sarana dan prasarana perairan yang
terpelihara dan siap pakai; (giat3134/prog4/SP3/SS2/IKU2/
PPKprogb,giat23,renaksi89,90);

d) peningkatan SDM dengan mengikutsertakan Dikjur Penyidik;
(giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP1/ PPKprog3,giat4,renaksill);

membangun  kemampuan back up operasional Polda

Sumsel dalam penanganan gangguan keamanan



berintensitas tinggi (flash point) di daerah hukum Polda

Sumsel secara langsung dan cepat, khususnya Terorisme,

kejahatan Siber, kejahatan narkotika dan konflik sosial;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan

dilakukan :

a)

b)

membangun kekuatan cadangan (stand by force) sebanyak
1 SSK untuk tingkat Polda dan 1 SST untuk tingkat Polres/ta;
(giat5087/progl2/SP3/SS1/PPKprog5,10,giatl12,10,renaksi4,
50,133);

mengoptimalkan pasukan cadangan (stand by force)
Kesatuan Brimob untuk setiap saat siap digerakkan dengan
menggunakan sarana dan prasarana cepat baik darat, laut
maupun udara;
(giat5087/progl12/SP3/SS1/PPKprog5,10,giat12,10,renaksi4,
50,133);

membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan
keamanan berintensitas tinggi (kontijensi);
(giat5087/progl12/SP3/SS1/PPKprog5,10,giat12,10,renaksi4,
50,133);

d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Peningkatan

Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polda Sumsel”, yaitu :

1)

peningkatan kualitas 8 standar pendidikan era police 4.0;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan

dilakukan :

a)

b)

penataan kurikulum yang meliputi 70% praktik dan 30% teori
pada pendidikan Diktuk di SPN Betung Polda Sumsel ;
(giat5070/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat4,renaksil3,
14);

peningkatan profesionalisme Gadik dan pengasuh melalui
sertifikasi dan pelatihan  peningkatan kemampuan;
(giat5068/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat4,renaksill,1,
14);



2)

d)

f)

9)

h)

peningkatan mutu fasilitas pendidikan dan jumlah alins
alongins serta modernisasi sarana dan prasarana pendidikan
berbasis teknologi di SPN;
(giat5068/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat4,renaksil3,
14);

pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu Pendidikan melalui
kerjasama dengan stakeholder pendidikan dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap di SPN;
(giat5068/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat4,renaksil3,
14);

pelaksanaan latihan Harkatpuan fungsi Dalmas dan
Negosiator yang Worldclass Standar;

(giat3100/prog3/SP1/ SS1/IKP1/PPKprog3,giat4,renaksil4);
pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi anggota
Brimob, Samapta dan Binmas yang Worldclass Standar ;
(giat3100/prog3,4/SP4/SS1,3/IKP1/PPKprog3,giat4,renaksi
14,16);

peningkatan kapasitas SDM bidang Siber Polri, kualitas dan
kuantitas SDM bidang digitalforensik yang Worldclass
Standar;
(giat3100/prog3,5/sP4/SS2,3/IKP1/PPKprog3,giat4,renaksi
14);

pelatihan manajemen operasional Polsek yang Worldclass
Standar;

(giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1/ PPKprog3, giat4, renaksil4);

mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisa Beban Kerja,

SIK3 dan Pengembangan Struktur Organsiasi Polri;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar
Susunan Personel (DSP) di setiap Satker;
(giat5052/progl/SP4/SS3/IKP5/PPKprog2,giat3,renaksi6,7);



3)

b)

d)

pengembangan struktur organisasi Polri di tingkat Satuan
Kewilayahan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi
SIKS;
(giat5052/progl/SP4/SS3//PPKprogl,giatl,2,renaksi2,3,4);
mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar
Susunan Personel (DSP) di setiap Satker guna
pengembangan organisasi Polri dengan melakukan kajian
kelembagaan baik bidang pembinaan maupun bidang
operasional;

(giat5052/progl/SP4/SS3/IKP5/ PPKprog2, giat3,renaksi6,7);

menyusun manajemen talenta persiapan kader unggul yang
dapat berkompetitif;

(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPK prog3,giats,renaksils8);
menyiapkan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari
praktik KKN;

(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPK prog3,giats,renaksi2l);

pembinaan karier berdasarkan merit system dan rekam jejak;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan

dilakukan :

a)

b)

d)

menyelenggarakan uji kompetensi jabatan / AC vyang
bertujuan meningkatkan produktifitas dan kualitas kinerja
dengan sistim CAT,;

(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP1/ PPKprog3,giat5,renaksil8);
meningkatkan  kemampuan assesor dalam rangka
meningkatkan  kualitas assessor untuk  mendukung
pelaksanaan AC dalam pembinaan karir;
(giat5062/prog3/SP4/SS3/IKP1/ PPKprog3,giat5,renaksil8);
melaksanakan Fedback dan hasil monev AC ;
(giat5062/prog3/SP4/SS3/IKP1/ PPKprog3,giat5,renaksil8);
melaksanakan promosi jabatan terbukan untuk level jabatan
kasat dan kapolsek di Polres ;(giat3107/prog3/SP4/SS3/
IKP1/ PPKprog3,giat5,renaksil8);



4)

f)

g9)

melaksanakan penyebaran angket kuisioner 360 dalam
rangka implementasi salah satu komponen rekan Kkerja;
(giat3105/prog3/SP4/SS3/IKP1/ PPKprog3,giat5,renaksil8);
melaksanakan monitoring dan evaluasi bagi personil yang
melaksanakan penugasan di luar struktur organisasi Poalri ;
(giat3107/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat5,renaksils,
20,21,22,23);

melaksanakan anev sistem pembinaan karir secara rutin
dalam bentuk mutasi personil;
(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat5,renaksils,
19,20,21,22,23);

pelaksanaan rekrutmen, seleksi dikbangum dan pembinaan

karier sesuai dengan kebutuhan;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan

dilakukan :

a)

b)

d)

melaksanakan rekruitmen anggota Polri secara proaktif dan
terpadu berbasis Tl (Affirmative Action, Talent Scouting dan
Reward);

(giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat4, renaksi8,9);
melaksanakan seleksi dikbangum dengan menggunakan
penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian
kompetensi personel Polri secara objketif;
(giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat4,renaksill);
melakukan reformasi pengelolaan SDM secara professional
guna menyiapkan pimpinan Polri yang dapat menjadi
teladan, melayani, dan transformasi;

(giat3100/prog3/SP4/ SS3/IKP1/PPKprog3,giats,renaksi2l);
meningkatkan kemampuan/skill Bhabinkamtibmas dan
pengembangan Polmas dalam menangani konflik social
secara humanis yang terjadi di masyarakat di bidang
Kamtibmas;
(giat3100,5076/prog3,4/SP3/SS3/IKP1/PPKprog3, giat4,
renaksil6);

optimalisasi validasi data pers dalam aplikasi new SIPP dan

penilaian kinerja melalui SMK Online untuk dukung proses



5)

pembinaan karier yang didukung Tl secara dinamis dan
terintegrasi;
(giat3071/prog3/SP4/SS3/IKP1/ PPKprog3,giat4,renaksi20);

peningkatan layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi

Aparatur Polri di lingkungan Polda Sumsel;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan

dilakukan :

a)

b)

d)

f)

f)

9)

validasi data personel Polda Sumsel dan keluarga sebagai
peserta BPJS;

(giat3072/progl/SP4/SS3/ PPKprog3,giat8,renaksi30,31,32);
meningkatkan jumlah  kepesertaan BPJS bagi personel

Polda Sumsel dan keluarganya pada fasilitas kesehatan

Polri;
(giat3072/progl/SP4/SS3/ PPKprog3,giat8,renaksi30,31,32);
meningkatkan upaya pelayanan kesehatan promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitatif di fasilitas kesehatan Polri;
(giat3072/progl/SP4/SS3/ PPKprog3,giat8,renaksi30,31,32);
meningkatkan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara
sesuai program Komisi Akreditasi Rumah  Sakit;
(giat3072/progl/SP4/SS3/ PPKprog3,giat8,renaksi30,31,32);
menyelenggarakan kerjasama dengan rumah sakit yang
memiliki sarana dan prasarana lebih tinggi;
(giat3072/progl/SP4/SS3/ PPKprog3,giat8,renaksi30,31);
melanjutkan pemenuhan peralatan kesehatan pada fasilitas
kesehatan Polri;

(giat3072/prog2/SP4/SS3/ PPKprog3,giat8,renaksi30,31);
pelaksanaan pelayanan secara proaktif dalam pemberian
tanda kehormatan kepada pegawai negeri pada Polri yang
gugur/tewas dalam tugas;
(giat3072/progl,3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat8,renaksi30,
32);

melaksanakan pelayanan adminsitrasi pegawai pada Polri
berkaitan dengan ASABRI,



h)

(giat3072/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPkprog3,giat8,renaksi29);
peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan,
baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan
layanan kesehatan yang prima kepada aparatur Polri dan
masyarakat umum;
(giat5062,3072,5052/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat8,
renaksi30,31);

6) pelaksanaan program wirausaha bagi personel Polda Sumsel;

e. arah

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan

dilakukan :

a)

b)

membuat pogram pelatihan  wirausaha bagi personel
Polda Sumsel yang akan memasuki masa pensiun;
(giat3105/prog3/SP4/SS3/ PPKprog3,giat8,renaksi29);
mengupayakan Diklat pengambangan latihan keterampilan
sesuai bidang keahlian;

(giat 3100/prog3/SP4/SS3/ PPKprog3,giat8,renaksi29);
melaksanakan MoU dengan Kementerian Koperasi dan
UKM;

(giat3120/prog8/SP4/SS6/ PPKprog3,giat8,renaksi29);

kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas

“Pengembangan Almatsus Polda Sumsel yang modern secara

bertahap dan berkelanjutan”, yaitu :

1)

pemenuhan srana dan prasarana serta almatsus Polda

Sumsel yang modern guna mendukung peningkatan kualitas

pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Polda Sumsel

secara bertahap;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan

dilakukan :

a)

koordinasi dengan Aslog Kapolri dalam rangka pemenuhan
kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Polda sumsel
TA. 2022;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/PPKprog4,giat9,10,renaksi34,39,
40);



b)

d)

f)

g)

pemenuhan kebutuhan minimal secara bertahap Alpalkam
dan Almatsus Polda Sumsel khususnya Satker dan Satwil
Jajaran Polda Sumsel;
(giat3111/prog2/SP5/SS4/PPKprog4,giat9,10,renaksi34,39,
40);

membangun kerja sama dengan Aslog Kapolri dan Satker
Mabes yang terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan
minimal Alpalkam dan Almatsus Polda Sumsel secara
bertahap;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/PPKprog4,giat9,10,renaksi34,39,
40);

asistensi proaktif serta survey langsung perihal usulan dari
satker/satwil khususnya yang masih minim Alpakam dan
Almatsus yang berkualitas dan berkuantitas sesuai dengan

karakteristik organisasi & wilayah;

(giat3084/prog2/SP5/SS4/PPKprog4,giat9,10,renaksi34,39,4
0);

pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai
dengan SPM yang terintegrasi secara  online:
(giat5062,3071/progl,2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat9,10,re
naksi34,39,40);

pemenuhan Alamtsus Polda Sumsel yang modern berbasis
teknologi  informasi guna mendukung penggelaran
operasional dalam

rangka penanganan PPA, penyelidikan, pengideraan,
ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik social dan
lawan insujensi dan pemeliharaan keamanan;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,11,giat9,10,37,ren
aksi34,37,38,135,144);

pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi
Fungsi Lalu Lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan

pembangunan BPKB dan STNK online;



h)

)

K)

(giat3084,3133/prog2,4/SP5/SS4/IKP4/PPKprogll, giat40,
renaksil4l);

melaksanakan pembangunan Indonesia Safety Driving
Center,;
(giat5062,3133/prog2,4/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,12,giat10,
41renaksi38,145);

melaksanakan pembangunan RTMC/TMC,;
(giat5062,3133/prog2,4/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,12,giat10,
41 ,renaksi38,145);

pemasangan ETLE guna menegakan hukum secara
transparan di jalan raya:
(giat3084,3133/prog2,4/SP5/SS4/IKP4/PPKprog6,giat23,ren
aksiol);

pembangunan dan peningkatan Faskes dalam rangka
pelayanan kesehatan, baik ditingkat pusat maupun wilayaah
untuk memebrikan layanan kesehatan yang prima kepada
aparatur Polri dan masyarakat umum;
(giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog3,giat8, renaksi30,
31);

pemenuhan Almatsus Polda Sumsel yang modern berbasis
teknologi informasi guna mendukung penggelaran
operasional dalam rangka penanganan PPA, penyelidikan,
penginderaan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa,
konflik social dan lawan injurensi;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4, giatl0,renaksi37);
melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK online;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprogll,giat40, renaksi
141);

mengintegrasikan sistem informasi Kepolisian dari tingkat
Polsek sampai tingkat Mabes Polri serta jaringaan Palapa
Ring dari Kemenkominfo untuk koneksi Polda;
(giat3071/progl/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat9,renaksi34);
pengembanganl10;
(giat3084,5055/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat9,renaksi
36);



2)

p)

Q)

mengoptimalkan Binmas online sistem yang berkoneksi
dengan online single submission dalam penerbitan surat izin
operasional BUJP;
(giat3084,3071/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog5,giat14,renak
sib4);

melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan
Alpakam dan Almatsus Polda Sumsel (Min dan Maks);
(giat5060,5051/prog4/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10,renak
si37,38);

pemenuhan peralatan penanganan Karhutla dan Banijir
sesuai dengan karakteristik wilayah;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giatl0, renaksi37,
38);

pengusulan pemenuhan Mako dan Rumah Dinas Personel

Polda Sumsel;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan

dilakukan :

a)

b)

d)

pembangunan Mako Polres, Mako Polsek, Rumdin, Asrama
dan Barak serta rehabilitasi Mako Polres, Mako Polsek,
Rumdin, Asrama dan Barak;

(giat 3111/prog2/SP5/SS4/ PPKprog3,giat8,renaksi29);
membangun  kerjasama dengan  Stakeholder dan
pengembang dalam rangka pemenuhan rumah tinggal
anggota Polri/ASN;

(giat 3111/prog2/SP5/SS4/ PPKprog3,giat8,renaksi29);
koordinasi dengan Pemda dan Stakeholder lainnya dengan
memanfaatkan tanah/lahan yang dapat digunakan untuk
kepentingan dinas;

(giat 3111/prog2/SP5/SS4/ PPKprog3,giat8,renaksi29);
menginventarisir personel Polda Sumsel yang belum
memiliki rumah untuk mendapatkan rumah dinas dengan
pertimbangan tertentu;

(giat 5062 /prog2/SP5/SS4/ PPKprog3,giat8,renaksi29);



arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “penguatan

sistem pengawasan dan sistem manajemen kinerja yang efektif

guna Penguatan Integritas dan Tata Kelola Organisasi Polda

Sumsel yang Baik”, yaitu :

1)

2)

penanganan publik complain secara efektif terpercaya

berbasis online;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan

dilakukan :

a) klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara
terpadu;

(giat3071/progl/SP6/SS5/IKP8/PPKprogl2,giat42,  renaksi
150);

b) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang
berasal dari pengawas eksternal,
(giat3091/progl/SP6/SS5/IKP8/PPKprogl2,giat42,  renaksi
150);

C) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat
secara online;
(giat3091/progl/SP6/SS5/IKP8/PPKprogl5,giat50,  renaksi
175);

d) meningkatkan kapabiltas APIP Polda Sumsel secara
bertahap dan berkelanjutan;
(giat3091/progl/SP6/SS5/IKP8/PPKprogl5,giat48,  renaksi
168);

e) mengoptimalkan lidik paminal terhadap pelanggaran kode
etik/disiplin oleh personel Polri;

(giat3089/progl/SP8/ SS5/IKP8/ PPKprogl5,giat48, renaksi
168);

penguatan Saber pungli;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan

dilakukan :

a) meningkatkan sinergitas Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja
UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memrantas pungli;
(giat3087/progl/SP6/SS5/IKU2/PPKprogl5,giat48,renaksil6
9);



3)

b)

d)

f)

9)

h)

membangun sistem pelaporan yang terintegrasi antara
Satgas dan UPP;
(giat3091/progl/SP6/SS5/IKU2/PPKprogl5,giat48, renaksi
168,169);

meninngkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam
mencegah pungli;
(giat3091/progl/SP6/SS5/IKU2/PPKprogl5,giat48, renaksi
170);

pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket)
terkait Rekruitment Pendidikan Pemebntukan : Bintara, Akpol
dan SIPSS;
(giat5086/prog5/SP6/SS5/IKP8/PPkprogl5,giat48,  renaksi
168,169);

pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket)
terkait Pendidikan Pengembangan : SIP, SESPIMA,
SESPIMMEN/PKN Tingkat2, SESPIMTI/LEMHANAS dan
PKN Tingkat 1;
(giat5086/progs/SP6/SS5/IKP8/PPKprogl5,giat48,  renaksi
168,169);

pelaksanaan Operasi Bersih terkait penanganan perkara
pidana dan pelayanan publik (SIM,STNK,BPKB,SKCK);
(giat5086/prog5/SP6/SS5/IKP8/PPKprogl5,giatsl,  renaksi
176,177);

terlaksananya Saber Pungli secara optimal dengan sasaran
pungutan liar yang terjadi pada lingkungan Polri;
(giat3091/progl/SP6/SS5/IKP8/PPKprogl5,giat48,renaksil6
9);

pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang
pelaksanaanya bekerjasama dengan Pengawas Eksternal
dan Internal;
(giat3091/progl/SP6/SS2/IKU2/PPKprogl5,giat48, renaksi
169);

mengintensifkan dan menguatkan Tim Internal Anti Korupsi

di lingkungan Polda Sumsel;



4)

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan

dilakukan :

a)

b)

d)

f)

implementasi Perkap nomor 8 tahun 2017 tentang LHKPN,
Perkap Nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi anggota
Polri dan Perkap nomor 10 tahun 2017 tentang kepemilikan
barang mewah bagi anggota Polri dan PNS Polri, serta
Perkap Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian
Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
(giat3091/progl/SP6/SS5/ PPKprogl4,giat47, renaksi 165);
penegakan hukum internal baik pelanggaran kode etik,
disiplin maupun pidana secara tegas, transparan dan cepat;
(giat3089/Progl/SP6/SS5/IKU2/PPKprog6, giat23,renaksi
89);

mengintensifkan pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT)
pada tempat-tempat pelayanan Polri;
(giat3090/Progl/SP6/SS5/IKU2,IKP8/PPKprogl5,giat48,rena
ksil69);

meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga
pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum dalam
upaya pencegahan korupsi;
(giat3091/progl/SP6/SS5/IKP8/PPKprogl5,giat49,  renaksi
170,173);

meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP dalam upaya
mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;
(giat3091/progl/SP6/SS5/IKP8/PPKprogl5,giat50,renaksi
175);

peningkatan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait
adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan kepolisian;
(giat3091/progl/SP6/SS5/IKP8/PPKprogl5,giat48,renaksil6
8,169);

meningkatkan tatakelola manajemen keuangan, perencanaan

dan penganggaran Polda Sumsel yang akuntabel;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :



b)

d)

f)

menerapkan aplikasi terkait perencanaan dan penganggaran
Polri dilingkungan Polda Sumsel dan jajaran:
(giat3073/progl/SP6/SS5/IKP10/PPKprog4,giat10,renaksi38,
140);

meningkatkan pengawasan dan evaluasi dalam
perencanaan dan penganggaran Satker sehingga lebih
efektif dan efisien;
(giat4339/progl/SP6/SS5/IKP8/PPKprogl5,giat48,renaksil6
8);

meningkatkan  sinergitas dalam  menyusun  produk
perencanaan Polda Sumsel (Rancangan Renja Polda dan
Renja Polda) guna mensinkronkan pembangunan di
lingkungan Polda Sumsel dengan Polres/tabes jajaran agar
semakin berkualitas;
(giat3073/progl/SP6/SS5/IKP5/PPKprogl4,giat47,  renaksi
163);

meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara
fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik,
fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
selaku penanggungjawabtatakelola keuangan tingkat satker;
(giat3091/progl/SP6/SS5/IKP10/PPKprogl5,giat48, renaksi
168);

melaksanakan monitoring dan evaluasi sserta sosialisasi
terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) Polda Sumsel Semester dan Tahunan;
(giat5051/progl/SP6/SS5/IKP10/PPKprogl4,giatd7, renaksi
163);

melaksanakan Analisa dan Evaluasi Kinerja dan anggaran
baik di bidang Pembinaan dan Operasional;
(giat5051/progl/SP6/SS5/IKP10/PPKprogl4,giatd7, renaksi
162);



5)

6)

meningkatkan sistem penilaian indeks tata kelola;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan

dilakukan :

- melanjutkan penguatan tata kelola Kepolisian pada tujuh
prinsip bidang kompetensi keadilan perilaku efektivitas
transparan responsif dan akuntabilitas melalui sistem
penilaian Indeks Tata Kelola (ITK);
(giat5053/progl/SP6/SS5/IKP6/PPKprogl2,giat4l, renaksi
146);

- opini BPK atas laporan keuangan Polda Sumsel;
(giat3068/progl/SP6/SS5/IKP6/PPKprogl2,giat4l,  renaksi
146);

peningkatan pelaksanaan tatakelola e-government melalui e-
planning, e-budgeting dan e-procurement untuk mendukung
kesejahteraan anggota Polri;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a) mengembangkan aplikasi Sirena secara bertahap;
(giat3073/prog2,5/SP4/SS4/IKP4/PPKprog4,giat9,renaksi33,
34);

b) mengembangkan sarana  dan prasarana  sesuai
perkembangan informasi teknologi baik hardware maupun
software untuk mendukung aplikasi e-planning dan e-
budgeting;

(giat3084/prog2/SP4/SS4/IKP4/PPKprog4,giat9, renaksi33,
34);

c) pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri melalui
LPSE sesuai peraturan yang berlaku;
(giat4331/prog2/SP4/SS4/IKP4/PPKprogb,giatl4, renaksi54,
55);

d) melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan
barang dan jasapemerintah;
(giat3100,4341/progl,2/SP4/SS3/PPKprog3,giatl4,renaksil3
,14);



7)

8)

e)

Opini BPK atas Laporan Keuangan Polda Sumsel,
(giat3071/progl/SP4/SS5/IKP7/PPKprogl5,giat48,  renaksi
168, giat49,renaksil70);

penyempurnaan sstem kelembagaan dan tata laksana Polsek

serta penguatan struktur organisasi Polri yang efektif dan

efisien;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan :

a)

b)

pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap
serta mengubah kewenangan Polsek hanya untuk
harkamtibmas pada daerah tertentu;
(giat5054/progl/SP6/SS5//PPKprogl,giatl,renaksil,2);
penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan
situasi Kamtibmas dan perkembangannya;

(giat5054/progl/ SP6/SS5//PPKprogl,giatl,renaksi3);

pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja ;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan

dilakukan :

a)

b)

pembangunan Aplikasi Sistem manajemen Kinerja;
(giat3071/progl/SP4/SS3/ PPKprog3,giat5,renaksil8);
peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kinerja;

(giat5051/progl/SP4/SS3/ PPKprog3,giat5,renaksil8);
penerapan reward and punishment di Satuan Kerja;
(giat3091/prog3/SP4/SS3/ PPKprog3,giat5,renaksil8,23);

menyempurnakan standar penilaian kompetensi serta
meningkatkan “Sistem Reward and Punishment”;
(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giats5,renkasi23);
membangun sistem penilaian kompetensi Polri yang
komprehensif  melingkupi  perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi guna mendukung “program
manajemen talenta”;

(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPK prog3,giats,renakksi2?2);



9)

f)

g)

mengitegrasikan Sistem Manajemen Kinerja online dengan
SIPP;

(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giats, renaksil8);
memperbanyak jumlah Assessor Sertifikasi kompetensi
bidang Satpam dan Polsus;
(giat3100,5076/progl,3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat4,ren
aksill);

peningkatan kualitas pelayanan publik Polda Sumsel melalui

pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan

dilakukan :

a)

b)

d)

f)

penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
di lingkungan Polda Sumsel;

(giat5053/progl/SP6/SS5/ PPKprog 11,giat39);
pembangunan Satker pada tingkat Polda dan Kewilayahan
untuk mendapat predikat ZI menuju WBK;
(giat3087/progl/SP6/SS5/ PPKprog 11,giat39,renaksil40);
pelaksanaan aksi nasional Hak Asasi Manusia (aksi nasional
HAM);

(giat5053/progl/SP6/SS5/ PPKprog 11,giat39);

pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
(giat5053/progl/SP6/SS5/IKP6/PPKprogll,giat37,  renaksi
136,giat40,renaksil44);

peningkatan nilai AKIP Polda Sumsel secara bertahap dan
berkelanjutan;

(giat3091/progl/SP6/SS5/IKP5/ PPKprogl5,giat48);
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan kajian pelaksanaan
Kinerja;

(giat5051/progl/SP4/SS3/IKP5/ PPKprog3,giat5, renaksil8);



IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif

1.

Program dan Kegiatan Polres OKU Selatan T.A. 2022

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang
dilaksanakan untuk mendapatkan hasil guna dan mencapai sasaran tertentu dan
merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh
Polres OKU Selatan beserta jajarannya sesuai dengan kebijakan yang telah

ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

a.  Program Dukungan Manajemen.
1) tujuan:

Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara
optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji
yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi
antara Polda Sumsel dan Kewilayahan;

2) kegiatan :
a) pelayanan administrasi keuangan Polri;
b) penerangan masyarakat;
c) penyelenggaraan teknologi informasi;
d) pelayanan kesehatan Polri;
e) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
f) pertanggungjawaban profesi;
g) penyelengaraan pengamanan internal Polri;
h)  penegakan tata tertib dan disiplin Polri;
i) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan;
)] pengelolaan Multimedia;
k)  pemberian bantuan dan nasehat hukum;
)] penyusunan dan penyuluhan hukum;
m) penyusunan kebijakan Polri;
n) Reformasi Briokrasi Polri;
0) manajemen anggaran;

p) pengelola informasi dan dokumentasi;



Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri.

1)

tujuan :
Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui
ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik

kualitas maupun kuantitas;

kegiatan :
a) pengembangan peralatan Polri;
b) dukungan manajemen dan teknik sarpras;

c) pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri;

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

1)

tujuan :

Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan
ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga
masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas
hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat
menimbulkan cidera, kerugian serta korban akibat gangguan
keamanan dimaksud;
kegiatan :

a) analisis keamanan;
b) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang

Politik;

C) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang

Ekonomi;

d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang

Sosial Budaya;

e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang

keamanan negara;



j)

dukungan manajemen pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat;

Pembinaan Pelayanan Fungsi Shabara;

Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan
Masyarakat di Bidang Lantas;

Pembinaan Fungsi Keamanan;

Pengendalian Operasi Kepolisian.

d.  Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

1)

tujuan :

Menanggulangi dan menurunnya penyelesaian 4 (empat) jenis

kejahatan  (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional,

kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap

kekayaan negara) tanpa melanggar HAM ;

kegiatan :

a)

b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
)
)

dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana;

penyelenggaraan laboratorium forensik;

enindakan Tindak Pidana Umum;

penindakan Tindak Pidana Narkoba,;

penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus;

penindakan Tindak Pidana Korupsi;

penindakan Tindak Pidana Siber;

penindakan tindak pidana perairan;

penindakan tindak pidana laka lantas;

pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana;

penindakan Tindak Pidana Tertentu;

koordinasi dan pengawasan PPNS;

pengawasan penyidikan;



2. Pagu Indikatif TA. 2022

Pagu

Indikatif Polres OKU Selatan T.A. 2022 sebesar Rp.

.46.806.035.000,- (empat puluh enam miliyar seratus sembilan puluh tiga juta

empat ratus enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen Rp. 29.818.876.000,- ( Dua Puluh

Sembilan Miliyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus

Tujuh Puluh Enam Ribu) meliputi :

1)

2)

Penerangan Masyarakat Rp. 87.489.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta
Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

dukungan pelayanan internal perkantoran Rp. 29.528.826.000,- (Dua
Puluh Sembilan Miliyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan
Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Pertanggung jawaban Profesi Rp. 90.750.000,- (sembilan puluh juta
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

penyelengaraan pengamanan internal Polri Rp. 33.070.000,- (tiga
puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);

penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan Rp. 13.500.000,-
(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

pemberian bantuan dan nasehat hukum Rp. 8.450.000,- (delapan
juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

penyusunan dan penyuluhan hukum Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua
juta rupiah);

manajemen anggaran Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Refotmasi birokrasi polri Rp. 28.791.000,- (dua puluh delapan juta

tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri

Rp. 7.398.078.000,- (tujuh miliyar tiga ratus sembilan puluh delapan

juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) meliputi:



Dukungan manajemen dan teknik sarpras Rp. 3.730.808.000,- (tiga
milyar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah).

Pengembangan fasilitas dan kontruksi polri Rp. 3.667..270.000 (tiga
miliyar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu

rupiah).

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp.

6.010.457.000,- (enam milyar sepuluh juta empat ratus lima puluh

tujuh ribu rupiah) meliputi :

1)

dukungan manajemen pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat Rp. 2.822.960.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh
dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

analisis keamanan Rp. 268.500.000,- (dua ratus enam puluh delapan
juta lima ratus ribu rupiah);

penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang Politik
Rp. 133.295.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan
puluh lima ribu rupiah);

penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang Ekonomi
Rp. 133.295.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan
puluh lima ribu rupiah);

penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang Sosial
Budaya Rp. 133.295.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus
sembilan puluh lima ribu rupiah);

penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang
keamanan negara Rp. 133.665.000,- (seratus tiga puluh tiga juta
enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Pembinaan pelayanan fungsi sabhara Rp. 703.184.000,- (tujuh ratus

tiga juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);



10)

Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat
dibidang lalu lintas Rp. 466.754.000,- (empat ratus enam puluh
enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Pembinaan potensi keamanan Rp. 972.840.000,- (sembilan ratus
tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
pengendalian operasi kepolisian Rp. 242.669.000,- (dua ratus empat

puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Program  penyelidikan dan  Penyidikan Tindak Pidana

Rp. 3.578.624.000,- (tiga miliyar lima ratus tujuh puluh delapan juta

enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) meliputi :

1)

2)

penyelenggaraan laboratorium forensik Rp.41.990.000,- (empat
puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
penindakan Tindak Pidana Umum Rp. 2.031.930.000,- (dua miliyar
tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

penindakan Tindak Pidana Narkoba Rp. 1.020.837.000,- (satu miliyar
dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Rp. 12.710.000,- (dua
belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

penindakan Tindak Pidana Korupsi Rp. 370.000.000,- (tiga ratus
tujuh puluh juta rupiah);

penindakan Tindak Pidana Siber Rp. 13.694.000,- (tiga belas juta
enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Penindakan tindak pidana laka lantas Rp. 59.833.000,- (lima puluh
sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

penindakan Tindak Pidana Tertentu Rp. 22.830.000,- (dua puluh dua
juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

koordinasi dan pengawasan PPNS Rp. 4.800.000,- (empat juta

delapan ratus ribu rupiah).



V. Penutup
Demikian Rencana Kerja Kepolisian Resor OKU Selatan Tahun Anggaran 2022
ini disusun sebagai pedoman bagi Satker dan Satwil jajaran Polres OKU Selatan pada

pelaksanaan kegiatan TA. 2022.

Ditetapkandi : Muaradua
Padatanggal : 14  Juli 2021
KEPALA KEPOLISIAN RESOR

S SUGAN. KOM ELATAN
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